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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Badan Intelijen Negara 
(BIN) 

a. Binda Yogyakarta dalam rangka 
mengetahu hasil monitoring dan 

evaluasi Binda Yogyakarta atas 
rangkaian Pelaksanaan G20 di 

Yogyakarta terhadap: 
1) Energy Transition Working 

Group (ETWG); 

2) Health Working Group (HWG); 
3) Pendidikan Internasional; 

4) Digital Economy Working 
Group (DEWG); 

5) Empower Presidensi 
Indonesia. 

b. Binda Bali dalam rangka 
mengetahui deteksi dini dan 
peringatan dini atas rencana 

pelaksanaan KTT G20 di Bali. 
 
Tanggal 30 September – 2 Oktober 

2022. 

Kunker Panja Persiapan 
G20 ke Provinsi: 

1. D.I. Yogyakarta; 
2. Bali. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2. a. Kemkominfo  
b. TNI AU 
c. TNI AD 

 

a. BAKTI Kominfo terkait dengan 
dukungan TIK dalam penyediaan 
akses internet dalam dukungan 

pesantren. 
b. Lanud Soewondo terkait dengan 

Upaya Lanud Soewondo dalam 

mendukung pengamanan dari 
berbagai kerawanan di Provinsi 

Sumatera Utara. 
c. Kodam Merdeka terkait dengan 

Peran Kodam XIII/Merdeka 

dalam menciptakan kondisi 
wilayah yang tangguh terhadap 

berbagai kerawanan dan potensi 
ancaman di Provinsi Sulawesi 
Utara. 

 
Tanggal 6-11 Oktober 2022. 

Kunker Reses Komisi I DPR 
RI pada Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2022-2023 

ke Provinsi: 
1. Aceh 
2. Sumatera Utara; 

3. Sulawesi Utara. 
 

 

3. Kementerian Luar Negeri KBRI Brussel dan KBRI Paris. . 
 
Tanggal 21-27 Oktober 2022. 

Kunker Pengawasan Komisi 
I DPR RI ke: 
1. Belgia; 

2. Perancis. 
 

 

4. KBRI Bucharest. 
 
Tanggal 25-31 Oktober 2022. 

Kunker Pengawasan Komisi 
I DPR RI ke Rumania. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. KPU, Bawaslu, 
DKPP, dan 

Kementerian 
Dalam Negeri RI 

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 

dan/atau 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

Rapat Dengar Pendapat Komisi II 
DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua 

Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen 
Politik dan Pemerintahan 

Kementerian Dalam Negeri RI, 
dengan agenda Pembahasan 4 

(empat) Rancangan PKPU, yaitu:  
1. Rancangan PKPU tentang 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum; 
2. Rancangan PKPU tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam 
Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota; 

3. Rancangan Peraturan PKPU 
tetang Penetapan Daerah 

Pemilihan dan Alokasi Kursi 
Anggota Dewan Perwakilan 

Komisi II DPR RI secara bersama 

dengan Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia (KPU RI), 

Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Republik Indonesia (BAWASLU RI) 

dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum 

Republik Indonesia (DKPP RI) 

menyetujui Rancangan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

tentang:  

1. Rancangan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

2. Rancangan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam 
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NO 
KEMENTERIAN/

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
dalam Pemilihan Umum; dan 

4. Rancangan PKPU tentang 
Pencalonan Perseorangan Peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota. 

3. Rancangan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Penataan 

Daerah Pemilihan dan Alokasi 

Kursi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dalam Pemilihan Umum. 

4. Rancangan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang 

Pencalonan Perseorangan Peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah. 

Dengan memperhatian masukan dari 

Anggota Komisi II DPR RI, 

Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu 

RI, dan DKPP RI. 

2. Kementerian 
PAN&RB RI, 

BKN RI, KPU RI, 
dan Bawaslu RI 

a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI 
pada Reses Masa Persidangan I 

Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi 
Bali. 

Terkait evaluasi pendataan tenaga 

non ASn di lingkungan pemerintahan 

Provinsi Bali, evaluasi pelaksanaan 

tahapan pemilu serentak 2024, serta 

pemutakhiran data pemilih 

berkelanjutan, dan lain-lain. 

3. Kementerian 
Dalam Negeri RI, 

Kementerian 

a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI 
pada Reses Masa Persidangan I 

Terkait membahas penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, reformasi 
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NO 
KEMENTERIAN/

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

PAN&RB RI, 
Kementerian 

ATR/BPN RI, 
BKN, KPU, 

Bawaslu, dan 
Ombudsman RI 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

Tahun Sidang 2022-2023 ke D.I. 
Yogyakarta. 

birokrasi dan pelayanan publik, 

evaluasi pendataan tenaga non ASN 

di lingkungan Pemerintahan D.I. 

Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan 

tahapan pemilu serentak 2024, dan 

evaluasi pelaksanaan program-

program pertanahan dan masalah 

ketataruangan di wilayah D.I. 

Yogyakarta. 

4. Kementerian 

Dalam Negeri RI 
dan LAN RI 

a. Pelaksanaan 

undang-undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 

dan/atau 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI 

pada Reses Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi 

Jawa Barat. 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI 

pada Reses Masa Persidangan I 

Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi 

Jawa Barat. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI  

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU TENTANG HUKUM 
ACARA PERDATA 
(selanjutnya disebut dengan 

RUU TENTANG HAPER) 

--- Komisi III DPR RI belum melakukan kegiatan 
pembahasan RUU tentang Haper, Pada tanggal 15 
s.d. 21 Oktober 2022, Panja melakukan kunjungan 

kerja ke Negara Belanda dan melaksanakan 
pertemuan dengan Parlemen, Mahkamah Agung, 

dan Kejaksaan Agung Negara Belanda serta Fakultas 
Hukum Universitas Leiden Belanda. 

--- 

2.  RUU TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS UU NOMOR 35 
TAHUN 2009 TENTANG 

NARKOTIKA 
(selanjutnya disebut dengan 

RUU TENTANG NARKOTIKA) 

--- Pada tanggal 30 September s.d. 14 Oktober 2022. 

Komisi III DPR RI belum melakukan kegiatan 
pembahasan RUU tentang Narkotika. 

--- 

3.  RANCANGAN KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM 
PIDANA (RKUHP) 

--- Pada tanggal 3 Oktober 2022 Komisi III 

melaksanakan RDP dengan Wamenkumham RI 
dengan agenda mendengarkan hasil sosialisasi 

Pemerintah dengan beberapa stakeholders (salah 
satunya yaitu Dewan Pers), dan Pemerintah akan 

menyerahkan hasil sosialisasi RKUHP kepada 
Komisi III. 

RUU  

Carry Over 

4.  RUU TENTANG HUKUM 
ACARA PERDATA 

(selanjutnya disebut dengan  
RUU TENTANG HAPER) 

--- Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 
Negara Belanda dan melaksanakan pertemuan 

dengan Parlemen, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan 
Agung Negara Belanda serta Fakultas Hukum 

Universitas Leiden Belanda. 

--- 

5.  RUU TENTANG 
PENGESAHAN PERJANJIAN 

--- • Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi 
Pengganti Rapat Bamus tanggal 19 September 

RUU Komulatif 
Terbuka. 
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

ANTARA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA DAN 
PEMERINTAH REPUBLIK 

SINGAPURA TENTANG 
EKSTRADISI BURONAN 

(TREATY BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF INDONESIA 

AND THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF 

SINGAPORE FOR THE 
EXTRADITION OF 

FUGITIVES) 
(selanjutnya disebut dengan 

RUU RATIFIKASI TENTANG 
EKSTRADISI BURONAN) 

2022, Komisi III mendapatkan penugasan untuk 

melakukan Pembahasan RUU Ratifikasi tentang 
Ekstradisi Buronan. 

• Sesuai Surpres Nomor R-35/Pres/08/2022 
tanggal 22 Agustus 2022 menugaskan 
Menkumham RI & Menlu RI untuk bersama DPR 

RI membahas RUU Ratifikasi tentang Ekstradisi 
Buronan. 

• Berdasarkan penugasan tersebut, Komisi III akan 
melakukan Pembahasan RUU Ratifikasi tentang 

Ekstradisi Buronan pada Masa Persidangan II 
Tahun Sidang 2022-2023 yang akan datang. 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

-  

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN  

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Komisi III DPR RI Rapat Intern 

(bersifat 
Tertutup). 

Membahas: 

1. Rekomendasi pencabutan Hakim Agung 
2. Respon Komisi III atas peristiwa 

Kanjuruhan. 

--- 

2.  1. Kepala Kepolisian 
Daerah 

2. Kepala Kejaksaan Tinggi 
3. Kepala BNN Provinsi 
4. Ketua Pengadilan Tinggi 

Kunjungan Kerja 
Reses 

Masa 
Persidangan I 

Komisi III DPR RI akan melaksanakan 
Kunker Reses ke 3 (tiga) daerah, yaitu: 

1. Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 5 s.d. 
9 Oktober 2022 2022, dipimpin oleh 

--- 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama 
6. Ketua Pengadilan TUN 

7. Ketua Pengadilan 
Militer 

 

Tahun Sidang 

2022-2023. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. 

Desmond Mahesa Junaidi, S.H., M.H. 
2. Provinsi Bangka Belitung, tanggal 5 s.d. 

9 Oktober 2022, dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi III DPR RI, H. Ahmad 
Sahroni, S.E., M.I.Kom. 

3. Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 s.d. 
12 Oktober 2022, dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies 

Kadir, S.H., M.Hum. 
 

3.  1. Kepala Kepolisian 
Daerah Jawa Timur 

2. Kepala Kepolisiaon 

Resort Kabupaten 
Malang 

Kunjungan Kerja 
Spesifik. 

Komisi III DPR RI melakukan kunjungan 
kerja spesifik ke Kabupaten Malang pada 
tanggal 13 s.d. 14 Oktober 2022 dalam 

rangka fungsi pengawasan terhadap 
kinerja Kepolisian dalam menangani 
kerusuhan pada saat pertandingan sepak 

bola di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa 
Timur. 

1. Kunspek ke 
Sulawesi 
Tengah, 

dipimpin oleh 
Wakil Ketua 
Komisi III DPR 

RI, Bp. Dr. Ir. 
H. Adies Kadir, 

S.H., M.Hum. 
2. Anggota Tim 

diutamakan 

yang berasal 
dari Daerah 

Pemilihan Jawa 
Timur. 
 

4.  1. Konsulat Jenderal RI di 
Melbourne, Negara 
Bagian Victoria, 

Australia/Atase 
Kepolisian di Melbourne, 

Australia 

Kunjungan Kerja 
Luar Negeri. 

Kunjungan ke Negara Australia 
dilaksanakan tanggal 24 s.d. 30 Oktober 
2022, dalam rangka pengawasan atas 

pelaksanaan sistem pencegahan dan 
penegakkan hukum terhadap narkotika, 

--- 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

2. Kepolisian Australia 

(Australia Federal 
Police-AFP)/Kepolisian 

Negara Bagian Victoria, 
Melbourne 

3. Kejaksaan Australia 

(Commenwealth Director 
of Public Prosecutions) 

psikotropika dan obat-obatan terlarang 

lainnya. 

 

D. TUGAS KHUSUS 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Calon Anggota 
Komnas HAM RI 

Periode 2022-2027 

Uji Kelayakan  
(fit and proper 
test) 

1. Tanggal 30 September dan 3 Oktober 2022 dilaksanakan 

Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Komnas 
HAM RI Periode 2022-2027 sesuai dengan nomor urut 
berdasarkan abjad dari masing-masing calon. 

2. Setelah melakukan Uji kelayakan terhadap 14 (empat 
belas) Calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-

2027, pada tanggal 3 Oktober 2022 Komisi III melakukan 
Rapat Pleno dengan agenda Pemilihan dan Penetapan 

Calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027. 
Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi III memilih 

dan menetapkan 9 nama Calon Anggota Komnas HAM RI 
Periode 2022-2027, yaitu: 

1) Abdul Haris Semendawai; 
2) Anis Hidayah; 

3) Atnike Nova Sigiro; 
4) Hari Kurniawan; 

5) Prabianto Mukti Wibowo; 
6) Pramono Ubaid Tanthowi; 

7) Putu Elvina; 
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NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

8) Saurlin P. Siagian; dan 

9) Uli Parulian Sihombing. 
Dan memilih Sdri. Atnike Nova Sigiro sebagai Ketua 

Komnas HAM RI Periode 2022-2027. 
3. Pada tanggal 4 Oktober 2022, Komisi III melaporkan hasil 

pembahasan Uji kelayakan Calon Anggota Komnas HAM 
RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, dan Rapat Paripurna 

menyetujui hasil pembahasan Komisi III tersebut. 
 

2. Permohonan 
Pertimbangan 

Pemberian 
Kewarganegaraan 
RI, Sdr. Shayne 

Elian Jay 
Patinama 

--- ➢ Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti 
Rapat Bamus tanggal 19 September 2022, Komisi III 

mendapatkan penugasan untuk melakukan 
pembahasan permohonan pertimbangan pemberian 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 
➢ Sesuai dengan Surpres Nomor R-36/Pres/08/2022 

tanggal 25 Agustus 2022, mengenai Permohonan 
Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik 

Indonesia atas nama Shayne Elian Jay Pattinama, atlet 
sepak bola, berkewarganegaran Belanda. 

➢ Atas dasar penugasan tersebut, Komisi III akan 
melaksanakan Raker dengan Menkumham dan 

Menpora RI guna membahas Permohonan 
pertimbangan pemberian Kewarganegaraan RI atas 

nama Shayne Elian Jay Pattinama pada Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 yang akan 

datang. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI  

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO OBJEK PENGAWASAN KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Kunjungan Kerja Reses 

Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2022-

2023 
 
7 - 11 Oktober 2022 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

Pemerintah. 

Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi 

Selatan: 
a. Kunjungan serta Diskusi mengenai Potensi, 

Kendala, dan Strategi Pengembangan 
Industri Rumput Laut serta Pengendalian 

Pencemaran Air dan Udara PT. Biota Laut 
Ganggang, di Desa Polewali, Kec. Suppa, 

Kabupaten Pinrang. 
b. Kunjungan dan Diskusi mengenai Upaya 

peningkatan Produksi Unggas dalam rangka 
Pemenuhan Kebutuhan Pangan oleh PT. 

Cahaya Mario, di Desa Mario, Kecamatan 
Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. 

c. Kunjungan dan Diskusi mengenai Upaya 
Peningkatan Produksi Pertanian di Provinsi 

Sulawesi Selatan dalam Menghadapi 
Ancaman Krisis Pangan di Kantor Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Kota 
Makassar. 
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NO OBJEK PENGAWASAN KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2.  Kunjungan Kerja Reses 
Masa Persidangan I 

Tahun Sidang 2022-
2023 

 
10 - 13 Oktober 2022 

a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 
Pemerintah. 

Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi 
Utara: 

a. Peninjauan dan Diskusi mengenai 
Dukungan Sarana dan Prasarana Karantina 

Pertanian di Balai Karantina Pertanian 
Kelas I Manado, Kota Manado. 

b. Diskusi dan Pertemuan membahas 

Penyelesaian Usaha yang Terbangun dalam 
Kawasan Hutan Tanpa Izin, di Kantor 
Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota 

Manado. 
c. Peninjauan dan Diskusi bersama Petani/ 

Poktan/ Gapoktan/ Penyuluh membahas 
Upaya Peningkatan Produktivitas dan 
Strategi Pengembangan Tanaman Hias yang 

Berdaya Saing Ekspor, di Pusat Budi Daya 
Tanaman Hias (Tomohon Show Window), 

Kota Tomohon. 
d. Peninjauan dan Diskusi membahas Upaya 

Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya 

Saing Produk Olahan Ikan bagi Kelompok 
Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar), di 

Unit Pengolahan Ikan UD Trikora, 
Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, 
Kota Manado. 

 

3.  Kunjungan Kerja Reses 
Masa Persidangan I 

Tahun Sidang 2022-
2023 
 

12 - 16 Oktober 2022 

a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 

Pemerintah. 

Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Aceh: 
a. Diskusi mengenai Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekositemnya Pasca 
Pemindahan Kantor Balai Besar Taman 

Nasional Gunung Leuser ke Kota Banda 
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NO OBJEK PENGAWASAN KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Aceh, di Kantor Balai Besar Taman 
Nasional Gunung Leuser, Kota Bada Aceh. 

b. Ramah Tamah dan Diskusi mengenai 
Pelaksanaan Program Pembangunan 

terkait Bidang Tugas Komisi IV DPR RI, di 
Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh 
Aceh. 

c. Kunjungan dan Diskusi mengenai 
Optimalisasi Tata Kelola Integrated Cold 
Storage (ICS) serta Pelaksanaan Kegiatan 
Pengerukan Muara Pelabuhan Perikanan 
Samudera (PPS) Lampulo, di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Lampulo, Kota Banda 
Aceh. 

d. Diskusi mengenai Upaya Peningkatan 
Produksi Pertanian Provinsi Aceh dalam 
rangka Mencapai Ketahanan Pangan di 

Balai Pengakjian Teknologi Pertanian 
(BPTP) Aceh, Kota Banda Aceh. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 1) KEMENTERIAN PUPR 

• Ditjen Bina Marga, Ditjen 
SDA, Ditjen Cipta Karya, 
Ditjen Perumahan, dan 

Ditjen Bina Konstruksi 

• PT Pengelola KIT Batang 
 

2) KEMENTERIAN 
PERHUBUNGAN 

• Ditjen Perhubungan Udara, 
Ditjen Perhubungan Laut, 

Ditjen Perhubungan Darat, 
dan Ditjen Perkeretaapian 

• PT. AP I, APII,  

• PT. Pelindo, PT. KAI 
 

3) KEMENTERIAN DESA, PDT 

DAN TRANSMIGRASI 
 

Kunjungan Kerja  
Reses Komisi V  

DPR RI. 
 
(Masa Persidangan I 

Tahun Sidang 2022-
2023) 

Kunjungan ke : 
1. Bandung, Provinsi 

Jawa Barat. 
2. Semarang , Provinsi 

Jawa Tengah. 

 
 

 

KunKer Masa Reses 
dilaksanakan tanggal 8 

s.d. 12 Oktober  2022. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

4) BMKG 

 
5) BASARNAS 

 

2. RDPU (Audiensi) dengan DPRD 

Kabupaten Pati 

--- Dalam rangka Studi 

Banding terkait Bidang 
Infrastruktur dan 
Perhubungan dengan 

DPRD Kabupaten Pati. 

Audiensi dilaksanakan 

pada tanggal 17 Oktober 
2022 secara fisik. 

3. 1. KEMENTERIAN PUPR 

• Ditjen Bina Marga, Ditjen 
SDA, Ditjen Cipta Karya, 

Ditjen Perumahan, dan 
BPIW 

 
2. KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

• Ditjen Perhubungan Ditjen 

Perhub. Darat, Ditjen 
Perhubungan Udara, dan 

Ditjen Perhub. Laut, dan 
Ditjen Perkeretaapian; 

 

• PT. AP I, PT. Pelindo, PT 

ASDP, PT. PELNI 
 

3. KEMENTERIAN DESA, PDT 
DAN TRANSMIGRASI 

 
4. BMKG 

 
5. BNPP (BASARNAS) 

Kunjungan Kerja  

Reses Komisi V  
DPR RI. 
 

(Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2022-

2023). 

Kunjungan ke Surabaya, 

Jawa Timur. 

KunKer Masa Reses 

dilaksanakan tanggal 24 
s.d. 28 Oktober 2022. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. RDPU (Audiensi) dengan DPRD 

Kabupaten Kutai Timur. 
--- Dalam rangka konsultasi 

terkait percepatan 
pembangunan 

Pelabuhan Kenyamukan 
Sangatta. 

Audiensi dilaksanakan 

pada tanggal 28 Oktober 
2022 secara fisik. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Pakar Bapak Ir. 

Ardiansyah Parman 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Untuk mendapatkan masukan terkait 

Indonesia belum memiliki Indeks 
Komoditas Nasional dan Sistem 

Perdagangan yang efesien dan 
transparan. 

 

2 Pakar Bapak Edib 

Muslim 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Untuk mendapatkan masukan terkait 

Indonesia belum memiliki Indeks 
Komoditas Nasional dan Sistem 

Perdagangan yang efesien dan 
transparan. 

 

3 Wakil Menteri 

Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Rencana Pengesahan Persetujuan 

Kemitraan Sukarela antara 
Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris 

Raya tentang Penegakkan Hukum 
Kehutanan, Penatakelolaan dan 

Perdagangan Produk Kayu ke 
Kerajaan Inggris Raya. 

 

4 Dirjen Amerika Eropa 
Kementerian Luar Negeri 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

Rencana Pengesahan Persetujuan 
Kemitraan Sukarela antara 

Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Raya tentang Penegakkan Hukum 
Kehutanan, Penatakelolaan dan 

Perdagangan Produk Kayu ke 
Kerajaan Inggris Raya. 

5 Direktur Harmonisasi 
Perundang-Undangan 

Kementerian Hukum 
dan HAM 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Rencana Pengesahan Persetujuan 
Kemitraan Sukarela antara 

Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris 
Raya tentang Penegakkan Hukum 

Kehutanan, Penatakelolaan dan 
Perdagangan Produk Kayu ke 

Kerajaan Inggris Raya. 

 

6 Menteri Perdagangan RI a. Pelaksanaan undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

Rencana pengesahan persetujuan 

kemitraan ekonomi komprehensif 

antara pemerintah republik Indonesia 

dan pemerintah persatuan Emirat 

Aarab (Comprehensive Economic 

Partnership Agreement Between The 

Government Of The Republic Of 

Indonesia And The Government Of The 

United Arab Emirates). 

 

 

D. TUGAS KHUSUS 

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. PT INKA  

 

Kunjungan Kerja Luar Negeri 

Komisi VI DPR RI. 

Kunjungan Kerja Luar 

Negeri terkait Pengawasan 
di Italia. 

  

2. Ambon, Provinsi  
Maluku 

Kunjungan Kerja Reses Komisi 
VI DPR RI. 

Pengawasan terhadap 
kinerja. 
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

3. Timika, Provinsi  

Papua 
 
 

Kunjungan Kerja Reses Komisi 

VI DPR RI. 

Pengawasan terhadap 

kinerja PT Indonesia Asahan 
Alumuminium Persero, PT 
Freeport Indonesia, PT 

Pembangunan Perumahan 
Persero Tbk, PT Adhi Karya 

Persero Tbk, PT Yodya 
Karya Persero). 

 

4. Pontianak, Provinsi  
Kalimantan Barat 

Kunjungan Kerja Reses Komisi 
VI DPR RI. 

Pengawasan terhadap 
kinerja PT Aneka Tambang, 
Tbk dan PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk., 
PT Pupuk Indonesia 
(Persero), PT Rajawali 

Nusantara Indonesia 
(Persero), Perum Bulog. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI  
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Luar 
Negeri ke Negara 
Denmark. 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

Kunjungan Kerja  Luar 

Negeri Dalam rangka 

fungsi pengawasan ke 

Negara Denmark.    

Dilaksanakan pada 
tanggal 26 
September s.d. 2 

Oktober 2022. 

2. Kunjungan Kerja pada 
Reses Masa Persidangan 
I Tahun Sidang 2022 – 

2023. 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

Kunjungan Kerja  Komisi 
VII DPR RI ke  Provinsi: 
a. Jawa Timur; 

b. Kalimantan Selatan.  

Dilaksanakan pada 
tanggal 14 s.d. 18 
Oktober 2022. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VIII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 
 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja 

Reses MP I MS 2022-
2023 

Kunjungan Kerja 

Pengawasan ke Provinsi 
Kepulauan Riau, 

Provinsi Maluku dan 
Provinsi Papua Barat. 

1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI 

menerima aspirasi untuk menaikkan 
status Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAI) Sultan Abdurrahman menjadi 
Institut Agama Islam Negeri (IAI) 
Kepulauan Riau. 

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI 
melakukan kunjungan ke kampus 
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 

Ambon untuk menguji kelayakan 
menjadi universitas. 

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI 
mendorong peningkatan pembangunan 
di bidang agama, sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak di 
Provinsi Papua Barat. 

4. Menyalurkan bantuan sosial, peralatan 
penanggulangan bencana dan logistik 
di Kepri, Maluku dan Papua Barat. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  
 

 
 
 

 
 
 

 

RUU TENTANG 
PENGAWASAN OBAT 

DAN MAKANAN 
 
 

 
 
 

Tanggal 3 Oktober 2022,  
Laporan Ketua Tim Perumus 

dan Tim Sinkronisasi atas 
Penyusunan RUU tentang 
Pengawasan Obat dan 

Makanan ke Panja RUU 
Pengawasan Obat dan 
Makanan kepada Panja RUU 

Pengawasan Obat dan 
Makanan. 

Timus dan Timsin merumuskan 
materi RUU tentang Pengawasan 

Obat dan Makanan, di antaranya 
yaitu penjelasan Pasal dan 
perbaikan redaksional pada 

batang tubuh, serta 
menyelaraskan rumusan RUU 
tentang Pengawasan Obat dan 

Makanan sesuai dengan 
keputusan Rapat Panitia Kerja. 

 
 

2.  Tanggal 3 Oktober 2022, 

Rapat Internal Komisi IX DPR 
RI, menerima hasil 
penyusunan RUU Pengawasan 

Obat dan Makanan yang 
disusun oleh Panja RUU 
Pengawasan Obat dan 

Makanan. 

Ketua Panja melaporkan hasil 

penyusunan RUU tentang 
Pengawasan Obat dan Makanan 
ke Komisi IX DPR RI. 

 

3.  Tanggal 4 Oktober 2022, 

Penyampaian draft RUU 
tentang Pengawasan Obat dan 
Makanan kepada Badan 

Legislasi DPR RI. 

Komisi IX DPR RI menyampaikan 

draft RUU tentang Pengawasan 
Obat dan Makanan untuk 
dilakukan harmonisasi dan 

pembulatan oleh Badan Legislasi 
DPR RI. 
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B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga 
Kerja Asing  
 

 

Kunjungan Kerja Panja 

Pengawasan Penanganan 
TKA ke Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan Sulawesi 

Tengah. 
 
Tanggal 29 September – 

1 Oktober 2022 
 

A. Sulawesi Tenggara 

1. Terkait data dan informasi 
penggunaan TKA perlu 
koordinasi yang lebih intensif 

dilingkungan Pemprov. Sulawesi 
Tenggara untuk 
menyempurnakan sistem 

pendataan penggunaan TKA 
sehingga setiap instansi memiliki 

data yang sama. 
2. Permasalahan TKA dalam 

penggunaannya pada 

perusahaan investasi asing tidak 
didukung pengawasan dari 

pengawas ketenagakerjaan. Hal 
ini disebabkan  jumlah pengawas 
belum  memadai dalam 

melakukan pengawasan 
sebagaimana mestinya. 

3. Diperlukan integrasi data dan 

informasi penggunaan TKA dan 
investasi dari instansi di pusat 

untuk menyelesaikan segera 
pembahasan permasalahan data 
dan informasi TKA dimasa yang 

akan datang. 
4. Dikhawatirkan permasalahan 

penggunaan TKA akibat tidak 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

terintegrasinya kebijakan 
penggunaan TKA dan 

peningkatan investasi yang tidak 
pernah selesai, mengingat Komisi 

IX DPR RI, hanya bermitra 
dengan Kementerian 
Ketenagakerjaan sementara 

instansi yang terlibat antara lain 
Kementerian Investasi/BKPM, 
Dirjen Imigrasi Kementerian 

Hukum dan HAM, maka di 
usulkan dibahas dalam tingkat 

Panitia Khusus DPR RI. 
 
B. Sulawesi Tengah 

1. Perpres Nomor 118 Tahun 2020 
tentang Pengadaan Teknologi 

Industri melalui proyek putar 
kunci menjadi momentum besar 
arus investasi, arus transformasi 

dan arus migrasi. Komisi IX 
mendesak K/L terkait 
pelaksanaan alih teknologi dan 

alih kompetensi agar membuat 
turunan regulasi tentang 

petunjuk teknis proses dan 
indicator alih teknologi dan alih 
kompetensi pengadaan teknologi 

industri.  
2. Dalam mempercepat alih 

kapasitas TKA ke Pekerja Lokal 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

diperlukan penguatan 
infrastruktur dan suprastruktur 

guna melatih dan 
mengembangkan kapasitas 

pekerja lokal maka Pemerintah 
agar lebih memperkuat UPT BLK 
di kabupaten dengan pelatihan 

yang dibutuhkan kawasan 
industri seperti kebutuhan 
tenaga translator bahasa 

mandarin yang sangat banyak di 
Morowali. 

3. Pemerintah pusat bersama 
pemerintah daerah agar 
membangun harmonisasi sistem 

monitoring, pengawasan dan 
evaluasi TKA dalam satu pintu 

guna terbangunnya peta jalan, 
perencanaan, pendataan, 
pengawasan dan evaluasi TKA 

agar stakeholder di kawasan 
industri mendapatkan manfaat 

langsung guna mengurangi 
dampak kesenjangan ekonomi 
dan potensi konflik sosial. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2. Panja Pengawasan 
Kemanfaatan dan 

Kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan 

 
 

Kunjungan Kerja Panja 
Pengawasan 

Kemanfaatan dan 
Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan ke 
Provinsi Jawa Timur dan 
Sumatera Utara. 

 
Tanggal 29 September – 
1 Oktober 2022. 

A. JAWA TIMUR 

1. Dalam percepatan Coverage 

BPJS Ketenagakerjaan di Jawa 

Timur, BPJS Ketenagakerjaaan 

bersama Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur telah melakukan 

terobosan dan kerja sama serta 

mengeluarkan berbagai 

regulasi (payung hukum) mulai 

dari Nota Kesepakatan Sinergi, 

Peraturah Gubernur, 

Keputusan Gubernur, Surat 

Gubernur, Surat Sekretaris 

Daerah, Surat Edaran Kepala 

Dinas (Kadis Koperasi dan 

UKM, Dinas Perhubungan, 

Dinas Pertanian, Kejaksaan 

Tinggi Jatim, Disnakertrans, 

Kemdikbud Riset dan Teknologi 

LLDIKTI Wilayah VII Jatim 

serta, dengan pihak swasta 

sebagai bentuk dukungan 

dalam rangka percepatan 

Coverage BPJS 

Ketenagakerjaan. 

2. Masih rendahnya pengetahuan 

masyarakat/pekerja tentang 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

BPJS Ketenagakerjaan 

disamping belum optimalnya 

sosialisasi yang dilakukan 

BPJS Ketenagakerjaan 

walaupun sudah didukung oleh 

payung hukum. 

3. Mengapresiasi Kantor Wilayah 

BPJS Ketenagakerjaan Jawa 

Timur dalam melakukan 

terobosan peningkatan 

kemanfaatan dan kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan. 

4. Mengapresiasi atas tren positif 

atas capaian kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan selama 5 

Tahun di Provinsi Jawa Timur 

dari sisi perusahaan yang 

mencapai 107.068 Perusahaan 

 

B. SUMATERA UTARA 

1. Dalam capaian peningkatan 

kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan, tentunya 

perlu effort kuat dari semua 

pihak, termasuk dukungan 

regulasi dan kebijakan dan 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

kondisi keuangan masing 

masing daerah. 

2. Sosialisasi masif, kolaborasi, 

serta koordinasi yang optimal 

oleh para pihak terkait 

termasuk pemahaman 

masyarakat terhadap manfaat 

program dan kegiatan BPJS 

Ketenagakerjaan, akan 

meningkatkan kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Perlu perhatian lebih dari 

Pemerintah daerah dan BPJS 

Ketenagakerjaan terhadap para 

nelayan khususnya nelayan 

tradisional yang hingga saat ini 

belum terlindungi BPJS 

Ketenagakerjaan, sementara 

pada asuransi swasta 

sebelumnya juga mereka telah 

dihentikan kepesertaannya. 

4. Pemerintah daerah  Sumatera 

Utara perlu mengingatkan 

pemerintah kab/kota lain yang 

belum mengalokasikan 

anggaran APBD untuk 

memberikan jaminan sosial 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

kepada tenaga non ASN, 

pekerja rentan dan tidak 

mampu. 

5. Pentingnya sinergitas seluruh 

stakeholder (pemerintah 

kabupaten/kota) dalam 

peningkatan kepatuhan 

melalui pemberian sanksi 

administrasi kepada pemberi 

kerja yang tidak patuh sesuai 

dengan rekomendasi yang 

disampaikan oleh Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara. 

3. Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga 
Kerja Asing 

 

 

Rapat Internal Panja 

Pengawasan Penanganan 
TKA. 
 

Tanggal 2 Oktober 2022. 

Sepakat melanjutkan pembahasan 

Panja Pengawasan Penanganan 
Tenaga Kerja Asing pada masa sidang 
II Tahun Sidang 2022 – 2023. 

 

 

4. Audiensi dengan Komisi E 

DPRD Provinsi Jawa 
Timur 
 

 
 

 
 
 

 

Komisi E DPRD Jawa 

Timur menyampaikan 
beberapa permasalahan 
antara lain : 

1. Peningkatan 
pelayanan kesehatan 

bagi peserta JKN; 
2. Kebijakan pengadaan 

dan penempatan 

tenaga kesehatan. 
Tanggal 3 Oktober 2022. 

Komisi IX DPR RI mengapresiasi 

pemaparan dan masukan dari Komisi 
E DPRD Jawa Timur, dan selanjutnya 
akan menjadi bahan dalam rapat 

kerja dan rapat dengar pendapat 
Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. Kunjungan Kerja Komisi 
IX DPR RI pada Masa 

Reses Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2022/2023  

Komisi IX DPR RI 
melakukan kunjungan 

kerja pada masa reses 
masa sidang I tahun 

sidang 2022/2023 ke 
daerah : 
1. Bengkulu; 

2. Sumatera Selatan; dan  
3. Kalimantan Selatan. 
 

Tanggal 10-14 Oktober 
2022. 

 

Komisi IX DPR RI mendapat masukan 
langsung baik dari Pemerintah 

Daerah, mitra kerja serta masyarakat 
tentang realisasi program dan 

kegiatan yang dibiayai oleh 
Pemerintah Pusat/APBN dan juga 
untuk memonitor pelaksanaan 

penanggulangan Pandemi COVID-19.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kemendikbudristek 
RI 

Senin, 3 Oktober 2022 RDP, 
dengan agenda Pendalaman 

Kembali Rencana Program Kerja 
Kemendikbudristek TA 

2023(sesuai keputusan 

Raker tanggal 26 
September 2022). 

Pendalaman kembali rencana 
program kerja 

Kemendikbudristek TA 2023 
dengan para eselon I. 

Rapat Tertutup. 

 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO INSTITUSI/ SEKTOR KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kemenpora/ Sektor 

Olahraga 

3 Oktober 2022, 

Rapat Intern Komisi X 
DPR RI dengan agenda 
Membahas Tragedi 

Kanjuruhan Malang. 

1. Komisi X DPR-RI menyesalkan dan 

turut berduka atas tragedi yang 
berlangsung pada pertandingan 
Sepakbola BRI Liga 1 pada 1 Oktober 

2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten 
Malang, yang telah menimbulkan lebih 
dari 130 korban jiwa. 

2. Komisi X DPR RI sepakat akan 
mengundang para pihak untuk 

merespon Tragedi Sepakbola di 

Setelah rapat 

langsung 
dilakukan 
konferensi pers. 
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NO INSTITUSI/ SEKTOR KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Kanjuruhan Malang pada Masa Reses 

Masa Persidangan I Tahun sidang 
2022-2023, antara lain dengan 
Kemenpora RI, Kepolisian RI, PSSI, PT 

Liga Indonesia Baru, Panitia Pelaksana, 
Indosiar, dan Suporter Aremania, baik 

dalam bentuk Raker, Raker Gabungan 
atau RDP. Oleh karena itu, Komisi X 
akan segera mengirimkan surat ke 

Pimpinan DPR RI untuk mendapatkan 
ijin melaksanakan rapat pada masa 
reses tersebut. 

3. Komisi X   DPR   RI   sepakat   akan   
segera menyampaikan siaran pers 

(press release) sebagai respon terhadap 
Tragedi Sepakbola di Kanjuruhan 
Malang. 

2. Kemendikbudristek/ 
Sektor Pendidikan 

Tinggi 

30 September -2 
Oktober 2022, 

Kunjungan Kerja Komisi 
X DPR RI Malang dan 

Kota Tangerang. 

Tim kunjungan kerja merekomendasikan: 
Kemendikbudristek RI perlu melakukan 

evaluasi kebijakan yang dapat mendukung 
perkembangan pelaksanaan pendidikan 

tinggi, diantaranya: 
1) evaluasi terhadap ijin pembukaan PTN 

diluar kampus utama dan perekrutan 

mahasiswa jalur mandiri, yang dapat 
berimplikasi pada persaingan 
penyelenggaraan pendidikan tinggi 

antara PTN dengan PTS. 

2) evaluasi besaran biaya akreditasi 
dengan mempertimbangkan alternatif 
pembiayaan akreditasi sepenuhnya agar 
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dapat dibiayai oleh pemerintah. 

3) mengembalikan kenaikan 
anggaran/dana hibah dan riset yang 

mengalami penurunan akibat recoveri 
pandemi, sehingga berpengaruh 

terhadap upaya peningkatan syarat 
akreditasi dan daya saing oleh 
perguruan tinggi. 

3. 1. Kemendikbudristek 

2. Kemenparekraf/ 

3. Baparekraf 

4. Kemenpora 

5. Perpusnas 

24-28 Oktober 2022 
Kunjungan Kerja ke: 

1. Provinsi Lampung 
2. Provinsi Gorontalo 
3. Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

KESIMPULAN KUNKER RESES KE 
PROVINSI LAMPUNG: 

1) Bidang Pendidikan Dasar 
Pelaksanaan program kegiatan 
pendidikan dasar, secara umum 

berjalan baik, dengan beberapa kendala 
umum yang berlangsung di lapangan. 

Beberapa masukan dan usulan, antara 
lain: 
a) Terdapat potensi kekurangan guru 

(terutama guru ASN) dan kekosongan 
posisi jabatan Kepala Sekolah, karena 
sebagian besar akan memasuki masa 

pensiun dan aturan larangan guru 
P3K menjadi kepala sekolah. 

Diusulkan agar pengangkatan guru 
P3K dipercepat dan ada kebijakan 
perluasan kewenangan guru P3K, 

misalnya untuk Jabatan Kepala 
Sekolah.  

b) Pemerintah perlu meningkatkan dana 
BOS, mengingat kondisi atau keadaan 
saat ini sangat dipengaruhi banyak 
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hal, diantaranya kemahalan biaya, 

perlaksanaan dukungan 
pembelaajaran, maupun untuk 
pemenuhan gaji guru (yang sebagian 

besar masih honorer).  
 

2) Bidang Pendidikan Tinggi 
Terdapat beberapa perkembangan dan 
kendala dalam pelaksanaannya, 

diantaranya sebagai berikut: 
a) Jumlah PTS terus menurun, karena 

ada penggabungan PTS yang kurang 

sehat. Tahun 2009 ada 208 PT, 
menurun menjadi 206 PT (tahun 2020) 

dan 199 PT (2021). Pada tahun 2022 
ini hanya menjadi 188 PT. Penurunan 
ini diupayakan untuk peningkatan 

kualitas perguruan tinggi tersebut. 
b) Terdapat permasalahan pada 

pemenuhan jumlah dosen. Dari 8.580 
dosen yang ada di wilayah II (dan terus 
meningkat jumlahnya), 60-70%-nya, 

masih berpendidikan S2. Sehingga 
harus ditingkatkan menjadi S3 sesuai 
persyaratan menjadi dosen. Diusulkan, 

agar ada penambahan beasiswa bagi 
dosen agar jumlah terpenuhi 

mengingat pendidikan S3 mayoritas 
ada di pulau Jawa. Diusulkan pula ada 
beasiswa untuk pendidikan tinggi yang 

ada di Sumatera bagi S3. 
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c) Politeknik Negeri Lampung 

menyelenggarakan D2 dan D3 dengan 
mahasiswa yang umumnya berasal 
dari keluarga kurang mampu (petani), 

oleh karena itu dibutuhkan lebih 
banyak KIP. 

 
3) Bidang Pariwisata 

Menunjukkan bahwa Lampung memiliki 

destinasi wisata alam yang sangat 
potensial diantaranya wisata pantai. 
a) Provinsi Lampung tentang 

mengembangkan amenitas, 
aksesibilitas dan atraksi. Namun 

kendala utama yang dihadapi adalah 
aksesibilitas ke destinasi wisata 
maupun amenitas yang masih perlu 

diperbaiki. Kendala aksesibilitas ini 
tidak bisa diatasi sendiri oleh bidang 

pariwisata, namun membutuhkan 
koordinasi dan kerja sama dengan 
dinas dan kementerian lainnya, 

terutama terkait bidang pekerjaan 
umum. 

b) Pembangunan RS Internasional telah 

dikembangkan oleh Pemprov 
Lampung sebagai bagian dari 

pariwisata internasional, sebagaimana 
yang dilakukan oleh Malaysia dan 
Singapura.  
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4) Bidang Keolahragaan, pelaksanaan 

pembangunan Sport Center tetap harus 
dikawal, agar pelaksanaannya sesuai 
dengan RAB dan dapat berlangsung 

dengan baik. Perlu ada sinergi dari 
beberapa badan/lembaga sehingga 

pelaksanaan pembangunan Sport Center 
lebih koordinatif. Keberhasilan 
pembangunan Sport Center sangat 

penting bagi Provinsi Lampung untuk 
bidding PON 2024/2028. 

5) Bidang Perpustakaan, terdapat kendala 
diantaranya: (1) kendala SDM 

pustakawan yang terbatas untuk 
memenuhi jumlah SDM Perpustakaan; (2) 
koleksi perpustakaan terbatas, terutama 

di perpustakaan-perpustakaan sekolah 
karena buku-buku di sekolah umumnya 
buku paket yang disediakan melalui 

BOS, bukan buku bacaan; (3) beberapa 
kabupaten tidak punya Gedung 

perpustakaan, namun tahun 2022 dan 
2023 ini terdapat DAK untuk 
membangun progres perpustakaan di 

beberapa Kabupaten/Kota. 
 
REKOMENDASI KUNKER RESES KE 

PROVINSI LAMPUNG: 
1. Komisi X DPR RI mendorong 

Kemedikbudristek RI, Pemprov Lampung 
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untuk memperhatikan dan 

menindaklanjuti masukan dan usulan 
bidang pendidikan (sebagaimana 
kesimpulan), antara lain: 

a) perluasan peran dan fungsi guru P3K 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

jumlah guru dan kepala sekolah, 
terutama di daerah terpencil.  

b) menaikkan anggara DAK untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan 
operasional pendidikan di luar gaji 
guru. 

2. Di Bidang Pendidikan Tinggi, Komisi X 
DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI 

untuk memperhatikan usulan pemangku 
kepentingan pendidikan tinggi di Provinsi 
Lampung, diantaranya: 

a) meningkatkan beasiswa S3 untuk 
dosen-dosen di berbagai Perguruan 

Tinggi di LLDIKTI Wilayah II, khuusnya 
Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung.   

b) meningkatkan kualitas dan jumlah 

penerima KIP bagi mahasiswa 
Politeknik Negeri Lampung. 

c) segera mengesahkan Prodi baru yaitu 

Prodi Pariwisata dan Prodi Olahraga 
yang diusulkan oleh Institut Teknologi 

Sumatera (ITERA). 

3. Di Bidang Parekraf, Komisi X DPR RI 
mendorong Pemerintah, untuk 
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memperbaiki dan meningkatkan sarana 

jalan/transportasi bagi perbaikan 
aksesibilitas ke berbagai destinasi 
pariwisata yang berkembang di Provinsi 

Lampung.    

4. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah 

dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk 
untuk memperkuat koordinasi dalam 
pelaksanaan pembangunan sport center 
untuk bidding PON 2024 atau 2028. 

 

KESIMPULAN RESES KE PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA 

A. Bidang Pendidikan, meski secara umum 

pelaksanaan pendidikan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara sudah berjalan baik, 

kondisi bangunan sekolah dan sarana 

prasarananya rusak dalam skala besar. 

Beberapa masukan dan usulan, antara 

lain: 

1. Meningkatkan alokasi DAK Fisik SMA, 

SMK dan SLB, karena banyaknya 

sarana prasarana sekolah yang rusak 

dimakan usia (ruang kelas, 

laboratorium, perpustakaan, dll) 

2. Meninjau kembali persyaratan 1 

Kecamatan 1 USB pada menu DAK 

SMA/SMK, mengingat pada kecamatan 
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padat penduduk diperlukan lebih dari 

1 USB. 

3. Terkait pelaksanaan rekrutmen Guru 

PPPK, terdapat 24 guru yang lulus 

seleksi pada Tahun 2021, dan 528 

guru lulus pada Tahun 2022, namun 

Pemerintah Pusat belum mengangkat 

Guru ASN untuk Provinsi Sultra, sejak 

Tahun 2020. Saat ini Sultra 

kekurangan sekitar 5000 orang. Untuk 

tahun 2023, Pemda menyampaikan 

Formasi Guru PPPK sebanyak 1.462 

orang. 

1) Terkait kewajiban PTN untuk 

menerima mahasiswa afirmasi dan 3T 

sesuai Pasal 74 UU No.12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, kewajiban 

tersebut hendaknya masuk sebagai 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga 

perguruan tinggi yang melaksanakan 

mendapatkan peluang untuk 

memperoleh insentif. Untuk itu perlu 

meninjau kembali Kepmendikbudristek 

No.754 P Tahun 2020 tentang 

Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan 

LLDIKTI di Lingkungan Kemendikbud. 
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B. Bidang Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Pemda Provinsi Sultra meminta 

Pemerintah Pusat c.q 

Kemenparekraf/Bapparekraf RI untuk 

berkoordinasi dengan K/L terkait agar 

membuka kembali rute penerbangan 

Kendari-Wakatobi, dan kemungkinan 

dibukanya rute dari bandara lainnya ke 

Wakatobi. Hal ini diperlukan, karena 

sejak Juni 2022, Wings Air sebagai 

satu-satunya maskapai penerbangan ke 

Wakatobi menghentikan rute 

penerbangan dari Kendari ke Wangi-

Wangi (Wakatobi), karena tingginya 

harga avtur. 

C. Bidang Olahraga, Pemda Provinsi Sultra 

meminta Pemerintah Pusat c.q 

Kemenpora RI memberikan penguatan 

anggaran pembinaan melalui APBN 

untuk Pusat Pendidikan dan Latihan 

Olahraga Pelajar (PPLP) di Sulawesi 

Tenggara, mengingat alokasi anggaran 

dari Kemenpora terus menurun, tahun 

2021 sebesar 2,25 miliar dan tahun 2023 

sebesar 1,9 miliar. 

D. Bidang Perpustakaan, Pemda Provinsi 

Sultra meminta Pemerintah Pusat c.q 
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Perpusnas RI memberikan bantuan dana 

interior pada Tahun 2023, mengingat 

dana tersebut akan digunakan 

menyelesaikan tahap akhir 

pembangunan Gedung Layanan 

Perpustakaan Provinsi Sultra. 

 

REKOMENDASI KUNKER RESES KE 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

1. Komisi X DPR RI mendorong 

Kemedikbudristek RI dan Pemda Provinsi 

Sulawesi Tenggara untuk memperhatikan 

dan menindaklanjuti masukan dan 

usulan bidang pendidikan sebagaimana 

telah tercantum dalam kesimpulan, 

antara lain: 

a) Meningkatkan alokasi DAK Fisik 

SMA, SMK dan SLB, karena 

banyaknya sarana prasarana sekolah 

yang rusak dimakan usia (ruang 

kelas, laboratorium, perpustakaan, 

dll) 

b) Meninjau kembali 

Kepmendikbudristek No.754 P Tahun 

2020 tentang Indikator Kinerja Utama 

(IKU) PTN dan LLDIKTI di Lingkungan 

Kemendikbud, agar kewajiban 
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menerima mahasiswa afirmasi dan 

3T, masuk menjadi sebagai Indikator 

Kinerja Utama (IKU) sehingga 

perguruan tinggi yang melaksanakan 

mendapatkan peluang untuk 

memperoleh insentif. 

2. Komisi X DPR RI mendorong 

Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk 

segera menyelesaikan permasalahan rute 

penerbangan ke Wakatobi, sehingga 

pengembangan destinasi pariwisata 

prioritas Wakatobi tidak terhenti. 

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora 

RI memberikan perhatian lebih terhadap 

pembinaan atlet pelajar di PPLP yang 

diselenggarakan oleh Pemda Provinsi 

Sultra. 

4. Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas 

RI untuk mendukung Pemda Provinsi 

Sultra dalam menyelesaikan 

pembangunan gedung layanan 

perpustakaan provinsi. 

 

KESIMPULAN KUNJUNGAN RESES KE 
PROVINSI GORONTALO 
 

1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah 
dan Tinggi 
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a. Secara umum penyelenggaraan 

pendidikan di Provinsi Gorontalo 
belum cukup berjalan baik, meskipun 
dari sisi akreditasi sekolah pada 

setiap jenjang pendidikan dari SD, 
SMP dan SMU/SMK rerata memiliki 

akreditasi B di atas 50%, dan yang 
berakreditasi A rerata antara17% - 37 
%. Dari data yang diterima, sebagian 

besar guru di Provinsi Gorontalo 
belum tersertifikasi. 

b. Terdapat beberapa permasalahan 

dalam penyelenggaraan pendidikan 
Provinsi Gorontalo seperti (1) terdapat 

kesenjangan antara jumlah peserta 
didik yang layak menerima dengan 
kuota yang ditetapkan, (2) terdapat 

ketidakvalidan NIK calon penerima 
PIP yang diusulkan, sehingga 

mengakibatkan siswa tidak bisa 
ditetapkan sebagai penerima, (3) 
penyaluran bantuan BOS di beberapa 

satuan pendidikan masih mengalami 
keterlambatan pencairan dana BOS 
dari pusat ke rekening sekolah (4) 

DAK Non Fisik dalam hal ini 
Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 

guru SMA/SMK/SLB sering 
mengalami keterlambatan pencairan, 
(5) terindikasi adanya sekolah 

memberikan data yang tidak akurat 
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di DAPODIK terkait kondisi 

infrastruktur, sarana dan prasarana 
untuk tujuan akreditasi sekolah, 
akhirnya data di Badan Akreditasi 

Nasional Sekolah – Madrasah (BAN 
SM) tidak sesuai dengan data 

DAPODIK dan (6) terdapat interpretasi 
yang berbeda terhadap pelaksanaan 
Kepmen 50 tahun 2020 yang 

mengatur daerah memiliki 
kewenangan muatan lokal.  

c. Pada penyelenggaraan pendidikan 

tinggi di Provinsi Gorontalo, terjadi 
penurunan angka mahasiswa baru 

pada tahun 2020 di semua PT di 
Provinsi Gorontalo akibat dari 
terjadinya pandemi Covid-19. Selain 

itu karena turunnya kemampuan 
ekonomi, hampir 50 % mahasiswa 

belum kembali ke bangku 
perkuliahan.  

d. Adapun keluhan yang disampaikan 

oleh PTS di Provinsi Gorontalo ialah 
penerimaan Mahasiswa baru di PTN 
melalui jalur Mandiri yang dibuka 

mengakibatkan kurangnya minat 
calon mahasiswa untuk melanjutkan 

kuliah ke PTS. Selain itu, PTS 
kesulitan untuk mendapatkan akses 
untuk mendapatkan hibah/atau 

bantuan lain jika harus berkompetisi 
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dengan PT di Pulau Jawa atau dengan 

pertimbangan status/peringkat 
akreditasi.   

 

2. Bidang Kebudayaan 
    Meskipun terjadi pembatasan sosial 

akibat dari pandemi Covid-19, Provinsi 
Gorontalo tetap melakukan program-
program pemajuan kebudayan di 

antaranya menetapkan 21 Warisan 
Budaya Tak Benda (WBTB). Ke 21 WBTB 
adalah, Upiya karanji, molonthalo, 

mohuntingo, Tidi Lo Oayabu, Ilabulo, Tili 
Aya, Tepa tonggo, Turunani, Buruda 

Gorontalo, Bili’u, Tahuda, Leningo, 
Molo’opu, Dana-dana, Tidi Lo Tihuo, Tidi 
Lo Maluo, Amongo, Longgo, Mongubingo, 

Wunungo, dan Tidi Da’a).  
 

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
a. Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo 

memiliki potensi untuk dikembangkan 

karena memiliki pesona daya tarik 
yang tidak kalah dengan daerah-
daerah lain khususnya pada potensi 

wisata baharinya serta dapat menjadi 
destinasi penyangga DSP Likupang. 

Namun dalam penyelenggaraan 
pariwisata di Provinsi Gorontalo 
mengalami kendala di antaranya, 

kesiapan destinasi pariwisata yang 
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belum merata dari aspek manajemen 

amenitas, atraksi, maupun 
aksesibilitas, kurangnya industri 
usaha pariwisata yang terstandarisasi, 

dan masih kurangnya SDM pariwisata 
dan ekonomi kreatif yang berkompeten.  

b. Masyarakat pelaku pariwisata Provinsi 
Gorontalo menyampaikan beberapa hal 
yaitu harga tiket yang sangat tinggi 

sangat membebani wisatawan 
berkunjung ke Provinsi Gorontalo, 
termasuk syarat vaksin booster 

menjadi kendala masuknya wisman 
khususnya yang berasal dari negara 

Eropa yang di negaranya hanya 
mewajibkan melakukan vaksin dua 
kali. Selain itu, sektor pariwisata 

adalah sektor yang tidak mendapatkan 
perhatian dalam pemberian bantuan 

kredit bagi pelaku pariwisata dan 
memiliki skor buruk oleh bank bagi 
pelaku pariwisata yang melakukan 

restrukturisasi usahanya.  
c. Pariwisata Provinsi Gorontalo 

membutuhkan SDM yang banyak dan 

berkualitas, namun saat ini hanya ada 
prodi pendidikan pariwisata D-3 di 

UNG namun kurang diminati oleh 
calon mahasiswa, sehingga diusulkan 
agar dibukanya jenjang minimal D-4 
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program bidang pariwisata 

(managemen hotel) di UNG. 
d. Terdapat keluhan pelaku perhotelan 

atas RUU KUHP Pasal Perzinahan yaitu 

aturan syarat bagi costumer hotel yang 
membawa pasangan hanya 

diperbolehkan bagi yang berstatus 
pasangan resmi (telah menikah). Pasal 
RUU ini akan menjadi dasar 

dilakukannya operasi-operasi 
penindakan yang akan mengganggu 

pengunjung hotel kemudian akhirnya 
menciptakan iklim usaha perhotelan 
terganggu.  

e. Pemangku pariwisata memberikan 
masukan atas rencana revisi UU 
Kepariwisataan antara lain (1) perlunya 

pengaturan pemberian apresiasi bagi 
suatu kawasan dari sisi keunikan dan 

citra kawasan, (2) Revisi UU 
Kepariwisataan mampu meningkatkan 
penelitian kebutuhan suatu obyek 

pariwisata, khususnya melalui riset 
pasar, secara regional, nasional dan 

global, (3) mampu mendorong 
bertambahnya jumlah kawasan 
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), (4) 

mampu mendorong peningkatan 
sarana prasarana pariwisata daerah 
melalui peningkatan DAK, DEKON 

bidang pariwisata, dan (5) perlu di atur 
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agar CSR perusahaan juga bisa 

dialokasikan untuk tujuan 
kepariwisataan  

 

4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan 
a. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan 

Masyarakat Gorontalo menyampaikan 
aspirasi diantaranya terkait UU Nomor 
11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan 

perlu tersosialisasi baik di kalangan 
Pemerintah, Swasta dan masyarakat 
Gorontalo. Selain itu, diperlukan 

adanya Sport Center di Provinsi 
Gorontalo, Olahraga Tradisonal 

Gorontalo yang dapat ditetapkan 
menjadi warisan budaya Gorontalo dan 
Penyelengaraan Event Nasional 

maupun Internasional yang 
dilaksanakan di Gorontalo. 

b. Terkait evaluasi terhadap program-
program kepemudaan, khususnya 
dalam hal pemberdayaan pemuda, 

pengembangan, kepemimpinan 
pemuda, pengembangan 
kewirausahaan pemuda, pembinaan 

oraganisasi kepemudaan, pembinaan 
olahraga prestasi, serta pembinaan 

gerakan pramuka di Provinsi Gorontalo 
masih memiliki kendala dan 
permasalahan diantaranya masih 

rendahnya Tingkat Pendidikan 
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pemuda, kecilnya anggaran 

Pembangunan Kepemudaan, belum 
terpenuhinya pengembangan 
kepemudaan di Kabupaten dan Kota 

disebabkan keterbatasan pendanaan 
kurang tersedia. 

c. Pemerintah Gorontalo berharap adanya 
Sport Center di Provinsi Gorontalo, 
Olahraga Tradisonal Gorontalo yang 

dapat ditetapkan menjadi warisan 
budaya Gorontalo dan Penyelengaraan 
Event Nasional maupun Internasional 

yang dilaksanakan di Gorontalo 
termasuk penguatan regulasi dari 

Pembinaan Olahraga pada Satuan 
Pendidikan. 

 

5. Perpustakaan dan Literasi 
a. Pemerintah Gorontalo berharap ada 

kemudahan akses terhadap bahan 
bacaan, peningkatan kapasitas dan 
kualitas tenaga perpustakaan, 

penguatan digitalisasi  perpustakaan, 
dan kolaborasi antara pemerintah dan 
non pemerintah dalam mendukung 

terlaksananya ekosistem literasi yang  
lebih merata dan berkelanjutan. 

b. Pemerintah Daerah Gorontalo dibidang 
literasi memiliki arah kebijakan 
sebagai berikut: 
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1) Peningkatan peran perpustakaan 

sekolah dan perpustakaan daerah 
sebagai sarana  sosialisasi dan 
penguatan literasi peserta didik dan 

masyarakat. 
2) Pengembangan, pembinaan, dan 

perlindungan Bahasa Indonesia, 
bahasa dan aksara daerah,  serta 
sastra daerah. 

3) Pengembangan teknologi informasi 
sebagai corong informasi literasi 
masyarakat yang mudah  diakses 

dan diperoleh masyarakat. 
4) Penguatan institusi sosial 

penggerak, penggiat dan pemerhati 
literasi sebagai mitra pemerintah 
dalam penguatan literasi 

masyarakat. 
5) Target sasaran 2023-2026 Indeks 

Pembangunan Literasi  Masyarakat 
adalah sebesar 57,64. 

c. Indeks pembangunan literasi 

masyarakat di provinsi Gorontalo 
pada tahun 2020 sebesar 28,18, 
dengan jumlah perpustakaan 

sebanyak 2.276 yang didominasi jenis 
perpustakaan sekolah atau madrasah 

sebanyak 1.314 dengan perpustakaan 
berSNP sebesar 16,7 % mayoritas dari 
perguruan tinggi. Sedangkan koleksi 

buku ada sebanyak 152.068 dengan 
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jenis buku terbanya sejumlah 23.334 

buku IPS dengan buku yang paling 
banyak dipinjam sebanyak 24.074 
buku geografi. Keseluruhan jumlah 

anggota perpustakaan ada sebanyak 
169.657yang rata-rata kunjungan 

perhariada 511 orang dengan usia 
diatas 18 tahun sebesar 54,5%, 
dengan 75,6% berstatus pelajar atau 

mahasiswa. 
 
REKOKENDASI KUNJUNGAN RESES KE 

PROVINSI GORONTALO 
A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah 

dan Tinggi 
1. Komisi X DPR RI mendorong 

Kemendikbud RI untuk melakukan 

evaluasi secara berkala terhadap 
pelaksanaan program Indonesia 

Pintar (PIP), Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), pemanfaatan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non 

Fisik, Tunjangan Guru Profesi (TGF) 
dan penerapan kurikulum merdeka 
agar layanan penyelenggaraan 

pendidikan kepada masyarakat 
berjalan efektif dan efisien 

2. Komisi X DPR RI mendesak 
Kemendikbudristek RI untuk 
meningkatkan kualitas SDM 

pendidikan khususnya operator 
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sekolah dalam peningkatan kualitas 

pendataan dan pemanfaatan IT guna 
menunjang penyelenggaraan 
pendidikan.  

3. Komisi X DPR RI mendesak 
Kemendikbudristek RI untuk terus 

menerus melakukan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan seleksi 
guru ASN-PPPK dan menyelesaikan 

permasalahannya, seperti terkait SK, 
formasi dan kepastian formasi serta 
anggaran 

4. Mendesak Kemendikbudristek RI 
meningkatkan bantuan langsung 

kepada mahasiswa di PTS, seperti 
UKT atau skema bantuan serupa 
yang memberikan dampak positif 

terhadap mahasiswa dan pengelolaan 
manajemen kampus. 

5. Menekankan kembali agar kebijakan 
serta program Kemendikbudristek RI 
mendukung PTS agar tidak terjadi 

dikotomi dan diskriminasi antara PTN 
dan PTS 
 

B. Bidang Kebudayaan 
Komisi X DPR RI mendorong 

Kemendikbudristek RI untuk dapat 
berperan aktif dan mendukung 
Pemerintah daerah dalam hal 

pengelolaan cagar budaya, mengingat 
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Kemendikbudristek RI sebagai 

kementerian yang memiliki kewenangan 
dalam bidang cagar budaya 

 

C. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
1. Mendorong Kemenparekraf RI 

melakukan koordinasi dengan K/L 
lain dan Pemerintah Provinsi 
Gorontalo untuk mendukung 

pengembangan Destinasi Pariwisata 
di Provinsi Gorontalo sebagai 
destinasi alam dan budaya unggulan, 

serta menjadi destinasi pariwisata 
prioritas penyangga destinasi super 

prioritas Likupang.  
2. Mendorong 

Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk 

mendukung upaya Pemprov 
Gorontalo yang sedang melakukan 

pembangunan dan pengembangan 
destinasi baru Teluk Tomoni sebagai 
destinasi penyangga destinasi super 

prioritas Likupang dengan melibatkan 
K/L lain.  

3. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf 

RI untuk berkoordinasi dengan 
Kemenhub RI, Kemenkes RI, 

Kemenkeu RI dan K/L terkait lain 
untuk menyelesaikan persoalan 
mahalnya tiket penerbangan, 

mengevaluasi kebijakan syarat masuk 
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wisman harus vaksin booster, dan 

dukungan kemudahan bantuan kredit 
usaha pariwisata guna mendukung 
kebangkitan industri pariwisata pasca 

pandemi Covid-19.  
4. Komisi X DPR RI mendukung 

pengembangan sumberdaya manusia 
pariwisata di  Provinsi Gorontalo 
berupa pendirian Prodi Sarjana 

Terapan Pariwisata D-4 (Manajemen 
Perhotelan) di Universitas Negeri 
Gorontalo. 

5. Komisi X DPR RI mendorong 
Kemenparekraf/Beparekraf RI untuk 

memberi dukungan anggaran dan 
program pelatihan untuk penguatan 
SDM pelaku pariwisata di Provinsi 

Gorontalo memanfaatkan layanan 
digital mempromosikan pariwisata 

Gorontalo. 
6. Mendorong Panja RUU 

Kepariwisataan untuk 

memperhatikan saran dan masukan 
dari Kepala Daerah dan para 
pemangku kepentingan pariwisata 

daerah dalam rangka penyusunan 
RUU Kepariwisataan.  

 
D. Bidang Olahraga dan Kepemudaan 

1. Komisi X DPR RI mendorong 

Kemenpora RU untuk lebih massif 
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mensosialisasi UU No. 11 Tahun 2022 

Tentang Keolahragaan. 
2. Komisi X DPR RI mendorong 

Kemenpora RI untuk memberikan 

penguatan terhadap Penghayatan dan 
Pemahaman Nilai-nilai Pancasila 

dikalangan pemuda yang masih dinilai 
rendah dengan pembinaan dan 
pelatihan dalam organisasi 

kepemudaan.  
3. Komisi X DPR RI mendorong 

Kemenpora RI untuk meningkatkan 

alokasi anggaran Pembangunan 
Kepemudaan mengingat kecilnya 

anggaran kepemudaan menimbulkan 
rendahnya kepuasan masyarakat atas 
pelayanan Pemberdayaan Pemuda dan 

kegiatan kepemudaan lainnya 
khususnya di Provinsi Gorontalo. 

 
E. Bidang Perpustakaan dan Literasi 

1. Komisi X DPR RI mendorong 

Perpustakaan Nasional RI untuk 
memperluas jangkauan Kegiatan 
perpustakaan berbasis inklusi sosial 

dan memberikan  bantuan 
perpustakaan untuk meningkatkan 

minat baca. 
2. Komisi X DPR RI mendorong 

Perpustakaan Nasional melakukan 
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advokasi dan pengarusutamaan 

budaya literasi. 
3. Komisi X DPR RI mendukung 

Pemerintah Daerah Gorontalo untuk 

mewujudkan aspirasi dinas 
perpustakaan agar di sejajarkan 

dengan OPD lainnya. 
 



Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023 

(30 September – 31 Oktober 2022) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 57 

 

LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN LEGISLASI (BALEG) 
 

NO  JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  RUU tentang Kesehatan Tanggal 3 Oktober 2022, 

pukul 10.00 WIB,  

Rapat Dengar Pendapat 

Umum (RDPU). 

RDPU Badan Legislasi dengan Ikatan 

Bidan Indonesia (IBI), Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat 

Indonesia (IAKMI), dan Ikatan 

Apoteker Indonesia (IAI) dalam rangka 

penyusunan RUU. 

 

 

2.  Tanggal 3 Oktober 2022, 

pukul 13.00 WIB, 

Rapat Dengar Pendapat 

Umum (RDPU). 

RDPU Badan Legislasi dengan Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI), Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia (PDGI), 

Perhimpunan Sarjana dan Profesional 

Kesehatan Masyarakat Indonesia 

(PERSAKMI), dan Persatuan Ahli 

Farmasi Indonesia (PAFI) dalam 

rangka penyusunan RUU. 

 

3.  RUU tentang 

Pembentukan Provinsi 
Papua 

Tanggal 3 Oktober 2022, 

pukul 15.00 WIB, 

Rapat Pleno Badan 

Legislasi DPR RI. 

Pengambilan Keputusan atas hasil 

Harmonisasi. 
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1. KSB - 

BKSAP 

GKSB DPR RI – Parlemen 

Korea Selatan menghadiri 

Resepsi National 
Foundation Day. 

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Korea Selatan, 

Edward Tannur (F-PKB) dan Anggota GKSB DPR RI - 
Parlemen Korea Selatan, Sri Wulan (F-PNasdem) 

menghadiri Resepsi "National Foundation Day" yang 
diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Korea 

(4/10/2022). 
 

Kehadiran GKSB DPR RI - Parlemen Korea Selatan 
merupakan wujud partisipasi DPR RI dalam 

memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia - 
Korea Selatan. 

4 Oktober 2022 

2. BKSAP Parliamentary Forum in the 
Context of the G20 
Parliamentary Speaker’s 
Summit. 

Dalam rangkaian perhelatan sidang 8th G20 
Parliamentary Speakers Summit (P20) pada tanggal 5-

7 Oktober 2022, DPR RI mengadakan Parliamentary 
Forum in the Context of the G20 Parliamentary 
Speaker’s Summit (P20) 
Acara Parliamentary Forum diawali oleh suara 
pemuda: 
1. Aeshnina Azzahra Aqliani, Environmental Youth 

Activist 
2. Farwiza Farhan, Leader of Forest, Nature and 

Environment Aceh (NAWA) 

Lalu dilanjutkan dengan pidato oleh: 
1. Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI 

2. Dr. (HC). Airlangga Hartarto, Menko 
Perekonomian Indonesia sekaligus Sherpa G20 

5 Oktober 2022 
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3. Dr. (HC). Puan Maharani, Ketua DPR RI 
 

Sesi 1: The role of the P20 in the context of inter-
parliamentary cooperation to strengthen multilateralism 
in the 21st century 
Moderator: Mr. Phillip J. Vermonte 
Panelist:  

1. Ms Sahiba Gafarova, Speaker of the National 
Assembly of Azerbaijan 

2. Ms. Irine Yusiana Roba Putri, Anggota BKSAP 

DPR RI dan Indonesia Women Political Leaders 
Ambassador 

3. Mr. Muhsin Syihab, Staf Ahli Hubungan Antar 

Lembaga Kementerian Luar Negeri 

4. Mr. Adhy Aman, Senior Program Manager for 
Asia and the Pacific at International IDEA 

 

Sesi 2: How can parliaments help reach emissions 
reduction targets and facilitate global cooperation on 
climate change in times of multiple crises? 
Moderator: Ms. Evi Mariani, Journalist and Executive 
Director of Project Multatuli 
Panelist: 

1. Rt. Hon. Sir Lindsay Harvey Hoyle, Speaker of 
the House of Commons of the United Kingdom 
and Patron of the Westminster Foundation for 
Democracy. 

2. Mr. Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua 
BKSAP DPR RI 
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3. Dr. Dadan Kusdiana, Director General for New 
and Renewable Energy Conservation of the 
Ministry of Energy and Mineral Resources of 
Indonesia. 

4. Ms. Tiza Mafira, Director of Climate Policy 
Initiative Indonesia & Founder of Indonesia 
Plastic Bags Diet Movement. 

3. KSB - 
BKSAP 

Bilateral Meeting GKSB 
DPR RI – Parlemen Rusia 

dengan Delegasi Rusia di 
sela – sela P20 

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-
Parlemen Rusia Adies Kadir (F-PG) menjelaskan, 

melalui kerja sama antar parlemen di forum 
internasional, DPR RI dan Parlemen Rusia perlu 

memainkan peran diplomasi parlemen. Dalam rangka 
mengupayakan terwujudnya perdamaian dan 

keamanan internasional, dengan mengingatkan 
negara-negara di dunia untuk menjaga dan 

memelihara keamanan internasional dan perdamaian 
dunia sesuai dengan hukum internasional dan 

Piagam PBB. 
 

"Khusus untuk perang di Ukraina, sejalan dengan 
resolusi yang dihasilkan oleh Sidang IPU ke-144 di 

Bali mengenai 'Resolusi Damai untuk Perang di 
Ukraina', diharapkan perang di Ukraina untuk 

dihentikan, dan kedua belah pihak segera 
mengupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh 

melalui dialog dan diplomasi," ajak Adies kepada 
Chairwoman of the Federation Council of the Russian 
Federation Liliia Gumerova di ruang pertemuan 
Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). 

 

5 Oktober 2022 
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Dia juga menjelaskan, sebagai bagian dari upaya 
untuk memperkuat kerja sama bilateral, Adies 

berharap kerja sama antar parlemen juga untuk 
ditingkatkan. Dia percaya bahwa peningkatan kerja 

sama parlemen ke parlemen melalui dialog antar 
parlemen secara reguler juga penting untuk 

peningkatan hubungan bilateral. "Terkait kerja sama 
antarparlemen, dapat kami sampaikan, DPR RI telah 

membentuk 102 Grup Kerja Sama Bilateral dengan 
parlemen negara sahabat, di antaranya dengan 

Parlemen Rusia," ujar Adies. 

4. BKSAP Finalising Draft Joint 
Statement P20 

--- 5 Oktober 2022 

5. KSB - 
BKSAP 

Bilateral Meeting GKSB 
DPR RI – Parlemen RRT 

dengan Delegasi RRT di 
sela – sela P20 

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen 
Republik Rakyat Tiongkok, Puteri Anetta Komarudin 

(F-PG) mengungkapkan isu ekonomi hijau atau green 
energy menjadi salah satu topik yang dibahas saat 
pertemuan bilateral Grup Kerja Sama Bilateral 
(GKSB) Indonesia-Tiongkok. Kedua negara saling 

terciptanya komitmen kerja sama infrastruktur 
dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. 

 

Kepada Parlementaria, usai bertemu dengan Vice 
Chairman of the Standing Committee of the National 
People’s Congress China Chen Zhu, Puteri 
mencontohkan salah satu implementasi komitmen 
yang telah dijajaki Kementerian Luar Negeri Indonesia 

bersama Pemerintah Tiongkok adalah peningkatan 
kerja sama sektor kendaraan elektrik. 

 

6 Oktober 2022 
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Anggota Komisi XI DPR RI ini menuturkan telah 
banyak pencapaian kerja sama bilateral Indonesia-

Tiongkok yang telah dilakukan selama ini. Utamanya 
dalam aspek pembangunan yang diharapkan bisa 

semakin menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga, 
tingkat pengangguran di Indonesia tidak semakin 

meningkat karena tekanan ekonomi global yang 
begitu dinamis. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar 

Indonesia-Tiongkok untuk memitigasi risiko dari 
inflasi dan resesi yang diperkirakan pada tahun 2023 

akan menghampiri Indonesia dan negara-negara 
lainnya. 

 
Selain itu, Puteri juga mengapresiasi dukungan dari 

Tiongkok untuk pembuatan dan distribusi vaksin di 
Indonesia. Hal tersebut juga merupakan bentuk 

komitmen bantuan kesehatan dengan mentransfer 
ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan begitu kerja 

sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-
Tiongkok bisa lebih produktif dan menguntungkan 

kedua negara kedepannya. 
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, anggota GKSB 

DPR RI – Parlemen RRT Edy Wuryanto (F-PDIP) dan 
Daniel Johan (F-PKB). 

6. BKSAP Opening Session 8th G20 
Parliamentary Speakers’ 
Summit (P20) 

Pada tanggal 6 Oktober 2022, DPR RI mengadakan 

Pembukaan Sidang 8th G20 Parliamentary Speakers’ 
Summit (P20) di Ruang Rapat Paripurna I di Gedung 
Nusantara DPR RI. 

6 Oktober 2022 
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Pembukaan dimulai dengan pemutaran pesan video 
dari Sekretaris Jenderal PBB, H.E. Mr. Antonio 

Guterres dan dilanjutkan dengan pidato dari: 

1. Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-
Parliamentary Union (IPU). 

2. Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House 
of Representatives of the Republic of Indonesia. 

3. H.E. Mr. Joko Widodo, President of the Republic 
of Indonesia. 

7. BKSAP I. 1
s

t 
S

e
s

s
i

o 

Sesi pembukaan dilanjutkan oleh sesi pertama 
rangkaian persidangan Summit P20 yang bertajuk 

Accelerating Sustainable Development and the Green 
Economy 

Keynote Speeches:  

• Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of 
Commons (United Kingdom); 

• Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-
Parliamentary Union (IPU) ; 

• Mr. Chen Zhu, Vice Chairman of the Standing 
Committee of the National People’s Congress 
(China); 

• Ms. Isma Yatun, Chair of the Audit Board of the 
Republic of Indonesia/SAI20. 

Interventions:  

• Mr. Lukas Sinimbo Muha, Chairperson of the 
National Council (Namibia);  

• Mr. Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, Deputy 
Speaker of the Congress of Deputies (Spain). 

6 Oktober 2022 

8. BKSAP 2nd Session – Emerging 
Issues: Food and Energy 

Sesi persidangan dilanjutkan oleh sesi kedua 

rangkaian persidangan Summit P20 yang bertajuk 

6 Oktober 2022 
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Security, and Economic 
Challenges. 

Emerging Issues: Food and Energy Security, and 
Economic Challenges 

Keynote Speeches: 

• Ms. Valentina Matvienko, Speaker of the 
Federation Council (Russia); 

• Ms. Sahiba Gafarova, Speaker of the National 
Assembly (Azerbaijan); 

• Ms. Kim Young Joo, Deputy Speaker of the 
National Assembly (Korea).  

Interventions:  

• Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of 
Commons (United Kingdom); 

• Mr. Om Birla, Speaker of the House of the People 
(Lok Sabha) (India); 

• Mr. Mustafa Şentop, Speaker of Grand National 
Assembly (Türkiye);  

• Ms. Nicola Getrud Ruth Beer, Vice President of the 
European Parliament (European Union); 

• Mrs. Olena Kondratiuk, Deputy Chairwoman of the 
Verkhovna Rada (Ukraine); 

• Mr. Suos Yara, Chairman of the Commission on 
Foreign Affairs, International Cooperation, 
Information and Media/MP (Cambodia). 

9. BKSAP 3rd Session – Effective 
Parliament, Vibrant 
Democracy 

Sesi persidangan dilanjutkan oleh sesi ketiga 

rangkaian persidangan Summit P20 yang bertajuk 

Effective Parliament, Vibrant Democracy 

 

Keynote Speeches:  

6 Oktober 2022 
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• Mr. Om Birla, Speaker of the House of the People 

(Lok Sabha) (India)  

• Mr. Milton Dick, Speaker of the House of 

Representatives (Australia)  

• Mr. Mustafa Sentop, Speaker of Grand National 

Assembly (Turkiye)  

• Mr. Chuan Leekpai, Speaker of the House of 

Representatives (Thailand)  

• Ms. Nicola Ruth Beer, Vice President of the 

European Parliament (European Union)  

• Mr. Gregory Meeks, Chairman of Foreign Affairs 

Committee House of Representatives (USA) 

 

Interventions:  

• Ms. Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, 

Speaker of the National Assembly (South Africa); 

• Mr. Jan Anthoine Bruijn, President of the Senate 

(Netherlands);  

• Mr. Tan Chuan-Jin, Speaker of Parliament 

(Singapore);  

• Dr. Cheryl Saunders, Senior Constitution Building 

Expert, International IDEA / Laureate Professor of 

Law Emeritus, University of Melbourne. 

10. BKSAP Tree-Planting Ceremony to 
commemorate P20 

Pimpinan BKSAP DPR RI menghadiri kegiatan Tree-

Planting ceremony di sela – sela persidangan P20. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh: 

7 Oktober 2022 
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1. Pimpinan DPR RI 

2. Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP 

DPR RI 

3. Putu Supadma Rudana (F-PD), Wakil Ketua BKSAP 

DPR RI 

4. Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP 

DPR RI 

5. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), Wakil Ketua BKSAP 

DPR RI 

6. Ketua Delegasi Negara – Negara Anggota G20 serta 

Negara – Negara Tamu P20 

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen 

(BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana 

mengungkapkan DPR RI bersama segenap pimpinan 

delegasi 'The 8th Parliamentary Speakers’ Summit 

(P20)' Indonesia 2022 melakukan penanaman pohon 

bertempat di Taman Energi DPR RI. Putu 

mengungkapkan, gerakan penanaman pohon tersebut 

bertujuan sebagai gerakan untuk mendorong, 

membangkitkan dan menggaungkan semua pihak 

sebagai gerakan bumi lebih baik, bersih dan hijau. 

 

“Pimpinan delegasi P20 didampingi segenap Fraksi, 

BKSAP diketuai Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan 

Maharani menanam pohon di DPR RI. Gerakan ini 
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kita dorong untuk membangkitkan semua pihak dan 

kita gaungkan agar bumi kita lebih baik, lebih bersih 

dan lebih hijau sekaligus sebagai sebuah 

implementasi dari ungkapan bijak, the best time to 

plant a tree is 20 years ago but the second best time is 

right now,” ujar Putu usai menghadiri 'Tree Planting to 

Commemorate P20 Indonesia 2022' di Taman Energi 

Surya DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2022). 

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut 

mengungkapkan DPR RI selaku tuan rumah P20 

ingin menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah 

bangsa ramah yang betul-betul ingin mencarikan 

solusi yang baik terhadap tantangan global serta 

sebagai bentuk komitmen DPR RI bersama seluruh 

delegasi negara-negara P20 terhadap mitigasi dan 

penyelesaian climate change. P20 disebut Putu 

sebagai momentum terbaik dalam menyosialisasikan 

untuk mengalihkan transisi energi dari energi fosil 

menuju energi berkelanjutan. 

11. BKSAP  4th Session – Social 
Inclusion, Gender Equality, 
and Women Empowerment. 

Sesi persidangan dilanjutkan oleh sesi keempat 

rangkaian persidangan Summit P20 yang bertajuk 

Social Inclusion, Gender Equality, and Women 

Empowerment. 

 

 

 

7 Oktober 2022 
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Keynote Speeches:  

• Ms. Nosiviwe Noluthando MapisaNqakula, 

Speaker of the National Assembly (South Africa); 

• Ms. Susan Lines, President of the Senate 

(Australia); 

• Mr. Saqr Saeed Ghobash, Speaker of the Federal 

National Council (United Arab Emirates). 

 

Interventions:  

• Mr. Marinus Bee, Speaker of the National 

Assembly (Suriname); 

• Mr. Ratu Epeli Nailatikau, Speaker of the 

Parliament (Fiji);  

• Ms. Valentina Matvienko, Speaker of the 

Federation Council (Russia);  

• Ms. Paola Taverna, Vice President of the Senate 

(Italy); 

• Mr. Harivansh, Deputy Chairman of the Council of 

States (Rayja Sabha) (India);  

• Ms. Michiko Miyamoto, Director of the ILO Country 

Office for Indonesia and Timor Leste;  

• Mr. Jamshed M. Kazi, Representative and Liason 

to ASEAN UN Women Indonesia. 

12. KSB – 
BKSAP 

Bilateral Meeting GKSB 
DPR RI – Parlemen Korea 

Selatan dengan Delegasi 

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Korea Selatan, 

Edward Tannur (F-PKB) mengadakan pertemuan 

bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, 

7 Oktober 2022 
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Korea Selatan di sela – 
sela sidang P20 

Kim Young-Joo di sela - sela perhelatan sidang 8th 

G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) 

(07/10/2022). 

 

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa 

pertukaran pengetahuan dan informasi di bidang 

teknologi perlu ditingkatkan, khususnya dalam 

menghadapi krisis pangan dan penanggulangan 

pandemi. Beliau juga menambahkan pentingnya 

penguatan hubungan P2P antara masyarakat 

Indonesia dan Korea Selatan untuk menunjang 

kebutuhan kedua negara dan menghadapi tantangan 

global. 

 

Tema P20 yang mengusung Stronger Parliament for 

Sustainable Recovery diharapkan dapat meningkatkan 

hubungan antar-parlemen untuk bersatu menghadapi 

tantangan global dan mempercepat pemulihan 

ekonomi. Diharapkan dengan adanya forum ini, 

Indonesia dan Korea Selatan dapat lebih cepat pulih, 

lebih cepat tumbuh dan semakin kuat. 

13. KSB - 

BKSAP 

Bilateral Meeting GKSB 

DPR RI – Parlemen 
Australia dengan Delegasi 
Australia di sela – sela 

sidang P20 

Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - 

Perlemen Australia Ravindra Airlangga berharap 

terjadi transfer of technology antara kedua negara 
terkait dengan transisi energi ataupun pembangunan 
infrastruktur yang berkelanjutan. Karena Australia 

sebelumnya pernah membangun kota Canberra yang 

7 Oktober 2022 
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merupakan ibu kota baru pada tahun 1913. 
 

“Harapan kami adalah seperti yang disampaikan 

pihak Australia juga, terjadi transfer of technology 
terutama terkait dengan transisi energi ataupun 
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kita 

ketahui Australia pernah membangun Kota Canberra 
yang merupakan ibu kota baru. Jadi, ini merupakan 

suatu hal yang kita bisa dalami dan pelajari bersama 
dan kita terapkan saat kita proses membangun 

ibukota kita yang baru,” ujarnya kepada 
Parlementaria usai pertemuan bilateral dengan 

parlemen Australia di Gedung Nusantara, Senayan, 
Jakarta, Jumat (7/10/2022). 

 
Indonesia dan Australia juga telah menandatangani 

perjanjian ekonomi yakni The Indonesia-Australia 
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-
CEPA). Itu merupakan bentuk kerja sama Pemerintah 
Indonesia dan Australia yang menawarkan peluang 

dua arah dalam perdagangan barang dan jasa, 
penanaman modal, dan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia Indonesia. Perjanjian ini 
menjanjikan adanya investasi sebesar 200 juta dolar 

Australia untuk proyek yang berkaitan dengan iklim 
dan infrastruktur. GKSB juga akan mendorong 

hubungan baik dengan Australia agar terus berlanjut 
terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur 

dan perkembangan agrikultur.  
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14. BKSAP Closing Session Sesi menutup rangkaian persidangan P20 Summit. 

Persidangan menghasilkan Chair’s Summary P20 yang 
disampaikan oleh Ketua DPR RI selaku tuan rumah. 
Dalam sesi penutupan tersebut ada beberapa pidato 

yang disampaikan oleh: 

1. Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-
Parliamentary Union. 

2. Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of 
Representatives of the Republic of Indonesia. 

3. Delegasi India selaku tuan rumah P20 selanjutnya. 

7 Oktober 2022 

15. KSB - 

BKSAP 
Working Lunch Ketua 
BKSAP DPR RI dengan 
Delegasi Ukraina  

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon (F-PGerindra) 

menerima Wakil Ketua Parlemen Ukraina (Verkhovna 
Rada), H.E. Mrs. Olena Kondratiuk beserta Delegasi 

dalam Working Lunch pada hari Sabtu (08/10/2022). 
 

Kegiatan tersebut diadakan pasca sidang 8th G20 
Parliamentary Speakers Summit (P20) yang diadakan 
pada tanggal 5-7 Oktober 2022 lalu. 
 

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Duta Besar 
Ukraina untuk Indonesia, H.E. Dr. Vasyl Hamianin. 

8 Oktober 2022 

16. KSB - 

BKSAP 

Kunjungan Delegasi GKSB 

Uni Eropa ke Brussels 
Belgium. 

GKSB Uni Eropa mengadakan Kunjungan ke 

Brussels, Belgia. Delegasi terdiri oleh: 
1. Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP), Ketua GKSB DPR 

RI – Parlemen Uni Eropa; 

2. Ichsan Soelistio (F-PDIP), Anggota GKSB DPR RI – 
Parlemen Uni Eropa; 

3. Sjarifuddin Hasan (F-PD), Anggota GKSB DPR RI – 
Parlemen Uni Eropa; 

 

10 – 16 Oktober 

2022 
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Dalam kunjungan GKSB ini, Delegasi mengadakan 
pertemuan dengan: 

1. Duta Besar RI untuk Belgia merangkap Uni Eropa 
Pada kunjungannya ke Brussels, Belgia, delegasi 

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Uni 
Eropa, yang dipimpin oleh Andreas Eddy Susetyo 

(F-PDIP) dan didampingi oleh Ichsan Soelistio (F-
PDIP) dan Sjarifuddin Hassan (P-Demokrat), 

menghadiri working lunch dengan Duta Besar 
Republik Indonesia untuk Belgia, Luxemburg dan 

Uni Eropa, Andri Hadi, pada Selasa, 11 Oktober 
2022.  

 
Tentunya GKSB Indonesia-Uni Eropa sangat 

diharapkan, melalui fungsi diplomasinya, untuk 
lebih lanjut membantu pemerintah memajukan 

kepentingan nasional dan memecahkan tantangan 
yang dihadapi Indonesia dan dunia saat ini. 

 
2. European Parliament (Parlemen Uni Eropa) 

Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) 
Indonesia-Uni Eropa menghadiri pertemuan 

bilateral dengan Indonesia-European Parliamentary 
Friendship Group (IEPFG) pada Selasa, 11 Oktober 
2022 di Gedung Parlemen Eropa, Brussels, Belgia. 
Delegasi DPR RI dipimpin oleh Andreas Eddy 

Susetyo (F-PDIP) dan didampingi oleh Ichsan 
Soelistio (F-PDIP) dan Sjarifuddin Hassan (P-

Demokrat).  
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Pertemuan bilateral yang juga dihadiri oleh Ketua 
IEPFG, Urmas Paet, mendiskusikan berbagai hal 

terkait bilateral kedua negara, termasuk kerja 
sama di bidang perdagangan, investasi, perubahan 

iklim, dan juga isu terkait kelapa sawit dan nikel.  
 

Dalam hal ini, Andreas Eddy Susetyo sebagai ketua 
delegasi menyampaikan, diantara lainnya, 

pentingnya penyelesaian perundingan Indonesia-
European Union Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk 
meningkatkan hubungan perdagangan dan 

investasi Indonesia dan Uni Eropa.  
 

Komitmen Indonesia untuk sustainable palm oil 
juga dijelaskan oleh Ichsan Soelistio. Terkait 

ekspor bijih nikel, Ichsan juga menyampaikan 
komitmen Indonesia untuk hilirisasi saat ini.  

 

Selain itu, kebijakan Green Deal Uni Eropa dan 

proposal regulasi terkait Deforestation and Forest 
Degradation juga disoroti oleh para delegasi pada 
pertemuan ini. Sjarifuddin Hassan berharap 

kebijakan tersebut tidak akan menghambat ekspor 
Indonesia ke negara-negara Uni Eropa di 

kedepannya. 
 

3. Eurochambres (Kamar Dagang dan Industri Uni 
Eropa) 
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Masih dalam rangka lawatan ke Brussels, Belgia, 
Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) 

Indonesia-Uni Eropa menghadiri pertemuan 

dengan Association of European Chambers of 
Commerce and Industry (EuroChambres), pada 
Rabu, tanggal 12 Oktober 2022.  

 

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Chief Executive 
Officer EuroChambres, Ben Butters, menyoroti 
berbagai topik yang krusial bagi Indonesia dan Uni 
Eropa, termasuk investasi, perdagangan dan 

pentingnya UMKM untuk berkembang.  
 

Pada kesempatan ini, para delegasi GKSB 

Indonesia-Uni Eropa juga membahas Carbon 
Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, 
yang rencananya akan menyamakan harga karbon 

antara produk yang diproduksi di dalam Uni Eropa 
dengan produk impor yang berasal dari negara 

yang bukan bagian dari Uni Eropa. Para delegasi 
juga menyampaikan pertanyaan terkait 

implementasinya nanti yang mungkin dapat 
mengurangi ekspor Indonesia dan juga berdampak 

pada petani Indonesia. 

17. KSI - 

BKSAP 

Delegasi BKSAP DPR RI 

menghadiri sidang “145th 
IPU Assembly and Related 
Meetings” di Kigali, 
Rwanda 

Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, 

Dr. (H.C.) Puan Maharani, menghadiri Sidang “145th 
IPU Assembly and related meetings” pada 11-15 
Oktober 2022 di Kigali, Rwanda. 
 

Ketua DPR RI didampingi oleh Pimpinan BKSAP: 

11 – 15 Oktober 

2022 
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1. Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Ketua BKSAP DPR RI 
2. Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP 

DPR RI 
3. Putu Supadma Rudana (F-PD), Wakil Ketua 

BKSAP DPR RI 
4. Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP 

DPR RI 
5. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), Wakil Ketua BKSAP 

DPR RI 
  

Dan Anggota BKSAP: 
1. Irine Yusiana Roba Puteri (F-PDIP) 

2. Charles Honoris (F-PDIP) 
3. Andi Achmad Dara (F-PG) 

4. Dr. Syahrul Aidi Maazat (F-PKS) 
 

Mengikuti berbagai pertemuan dalam rangkaian 

sidang 145th IPU Assembly, antara lain: Governing 
Council, Assembly/General Debate, Forum of Women 
Parliamentarians serta beberapa Standing Committee. 

18. KSB - 
BKSAP 

Rapat Internal GKSB DPR 
RI – Parlemen Papua 

Nugini 

GKSB DPR RI - Parlemen Papua Nugini mengadakan 
Rapat Internal untuk membahas program kerja dan 

rencana kunjungan GKSB ke Papua Nugini pada hari 
Jumat (14/10/2022). 

 
Dalam rapat tersebut dibahas rencana program 

kegiatan GKSB DPR RI - Parlemen Papua Nugini. 
GKSB merencanakan untuk mengatur pertemuan 

dengan Kemlu dan Perwakilan Kedutaan Besar PNG 
di Jakarta pada masa persidangan II yang akan 

14 Oktober 2022 
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datang dan menjadwalkan kunjungan pada bulan 
Februari tahun depan. 

 
Hadir secara fisik dalam rapat tersebut Sri Meliyana 

dan Dwita Ria Gunadi (FP.Gerindra) serta hadir 
secara virtual I Made Urip (F.PDIP), Hamka Baco Kady 

(F.PG) dan Fathan (F.PKB) 

19. KSB - 

BKSAP 

Rapat Internal GKSB DPR 

RI – Parlemen Chile 

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen 

Chile mengadakan rapat internal guna membahas 
program kerja dan rencana kunjungan ke Santiago, 

Chile. Rapat berlangsung secara tertutup di Gedung 
DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/10/2022). 

 
Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen 

Chile, Dr. Jazuli Juwaini (F-PKS). Rencananya, dalam 
kunjungan tersebut akan dilakukan pertemuan 

dengan Parlemen dan Kementerian Pariwisata Chile, 
selain pertemuan dengan Dubes RI di Chile. 

 
Hadir dalam rapat tersebut Anggota GKSB DPR RI - 

Parlemen Chile diantaranya Supriyanto (F-PGerindra), 
Rudi Hartono Bangun (F-PNasdem), Achmad Hafisz 

Tohir (F-PAN) dan Amin AK (F-PKS). 

14 Oktober 2022 

20. KSR -

BKSAP 

Virtual Consultative 
Meeting of Young 
Parliamentarians of AIPA 

(YPA). 

Anggota BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga, M.S. (F-

PGolkar) menghadiri Virtual Consultative Meeting of 
Young Parliamentarians of AIPA (YPA) yang 
dilaksanakan dari Phnom Penh, Kamboja 

(17/10/2022).  
 

17 Oktober 2022 
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Pertemuan ini pertama kali dilaksanakan dan dihadiri 
oleh 11 (sebelas) MP dari 5 Parlemen Anggota AIPA 

(Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Thailand dan Viet 
Nam serta observer dari Brunei Darussalam dan 

Philippines) guna membahas kemungkinan 

melakukan transformasi Meeting of YPA menjadi salah 
satu Komite dalam Sidang Umum AIPA selanjutnya. 
Politisi muda dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini 

menyampaikan pandangan Indonesia yang 

mendukung penuh transformasi Meeting of YPA 
menjadi salah satu Komite di Sidang Umum AIPA. 
Transformasi diperlukan untuk menciptakan satu 

instrumen formal yang bersifat inklusif untuk 
mengakomodir keterwakilan politik dari kaum muda 

ASEAN. 
Selain itu, Anggota Komisi IV DPR RI ini juga 

mengaitkan pentingnya peran pemuda di level ASEAN 
dengan bonus demografi. Penduduk muda ASEAN 

usia 15-34 tahun mencapai 213 juta atau sekitar 
31,7% total penduduk ASEAN. Artinya, pemuda 

merupakan kekuatan potensial bagi pembangunan 
dan ekonomi ASEAN. 

 
Pembentukan Komite YPA menjadi nilai tambah 

tersendiri dalam mewarnai pembuatan keputusan di 
forum AIPA. Aspirasi yang dibawa kaum muda dan 

peran kritikal yang mereka mainkan berkontribusi 
memastikan dana publik dieksekusi sebaik-baiknya 

oleh pemerintah demi menciptakan ekonomi yang 
berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap 
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dinamika global. Hal ini sejalan pula dengan Agenda 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, 

khususnya target nomor 16.7 yang menekankan 
pentingnya untuk memastikan proses pembuatan 

keputusan agar bersifat responsif, inklusif, 
partisipatif dan representatif bagi semua lapisan. 

21. KSB -
BKSAP 

Kunjungan GKSB DPR RI 
– Parlemen Romania ke 

Bucharest, Romania. 

GKSB DPR RI – Parlemen Romania yang diketuai oleh 
Nurul Arifin (F-PG) mengadakan kunjungan ke 

Bucharest, Romania. Delegasi GKSB DPR RI – 
Parlemen Romania, terdiri dari: 

1. Rachel Maryam Sayidina (F-PGerindra) 
2. Anton Sukartono Suratto (F-PD) 

3. Aliyah Mustika Ilham (F-PD) 
4. Nevi Zuairiana (F-PKS) 

 
Dalam rangkaian kunjungan GKSB DPR RI – 

Parlemen Romania, Delegasi mengadakan pertemuan 
dengan: 

1. KBRI Bucharest 
Dalam kunjungan Delegasi Grup Kerja sama 

Bilateral DPR RI - Parlemen Romania yang 
dipimpin oleh Nurul Arifin (FPG) diagendakan 

pertemuan kehormatan dengan Dubes RI utk 
Romania dan Moldova, Amhar Azeth di Bukarest 

(23/10). 
 

Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait 
perkembangan hubungan bilateral kedua negara 

dalam berbagai sektor. 

21 – 27 Oktober 
2022 
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Dubes mengungkapkan banyak peluang yang bisa 
dimanfaatkan Indonesia dari negara Romania, 

terutama dalam peningkatan kerja sama 
perdagangan. Di Romania 60- 65% lahan 

dikhususkan untuk lahan pertanian, produk 
kedelai yang melimpah juga belum dimanfaatkan 

secara maksimal, padahal di Indonesia kedelai 
sangat dibutuhkan pasar. 

Di bidang ketenagakerjaan juga Indonesia bisa 
mengambil peluang, karena 5-6 juta penduduk 

Romania dari total sekitar 19 juta merupakan 
ekspatriat. Apabila Indonesia dapat memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja terdididk, tentunya ini 
akan mendatangkan manfaat yang banyak bagi 

Indonesia. 
 

2. Wamenlu Romania  
Salah satu agenda dalam kunjungan Delegasi 

Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - Parlemen 
Romania adalah pertemuan  dengan Kementerian 

Luar Negeri Romania. Delegasi diterima oleh Mr. 
Iulian Fota, Wakil Menteri Luar Negeri Romania 

beserta jajaran (24/10). 
 

Beberapa hal yang menjadi bahasan dalam 
diskusi antara lain terkait perkembangan situasi 

terkini terkait konflik Rusia - Ukraina, pentingnya 
kestabilan dan kedamaian di kawasan maupun 

dunia, kerja sama pertahanan di kawasan Indo 
Pasifik dan berbagai isu lainnya. 
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Ketua GKSB menyampaikan bahwa Indonesia 

berkomitmen untuk terus ikut serta dalam 
perdamaian dunia, oleh sebab itu mendorong dan 

berharap kiranya apa yang terjadi di Ukraina  dan 
Rusia hendaknya dapat diselesaikan dengan cara 

damai. Indonesia menghargai kedaulatan semua 
negara dan tidak membenarkan suatu negara 

mencampuri kedaulatan negara lain. 
 

Kedua pihak memandang penting peran parlemen 
dalam mengupayakan jalan diplomasi untuk 

mengatasi berbagai macam persoalan dunia. 
 

3. Pemerintah Daerah Ialomita 
Delegasi Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - 

Parlemen Romania berkesempatan melakukan  
pertemuan  dengan Pemerintah Daerah Ialomita 

yang dipimpin oleh Mr. Marian Pavel (24/10). 
 

Beberapa hal yang menjadi bahasan dalam 
diskusi antara lain terkait potensi kerja sama 

antara Pemerintah Daerah Ialomita dengan 
berbagai daerah di Indonesia. Disampaikan  

bahwa  profil wilayah Ialomita sebagian besar 
adalah daerah pertanian. Kerja sama di bidang 

pertanian menjadi peluang kerja sama yang baik 
antara kedua belah pihak. Indonesia sebagai 

negara anggota G-20 dipandang memiliki potensi 
ekonomi yang besar dan berpengaruh di kawasan. 
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Kerja sama yang telah terjalin baik diantara 

kedua pemerintah maupun parlemen hendaknya 
juga diikuti dengan kerja sama antar pemerintah 

daerah. 
 

Kita Ialomita terletak diantara kota Bukarest dan 
Konstanta, untuk itu letak yang strategis itu 

hendaknya bisa membawa manfaat yang lebih 
banyak. Romania juga dapat dimanfaatkan  

sebagai pintu masuk pasar Eropa dari sisi 
Tenggara. 

 
Delegasi GKSB menyampaikan siap untuk 

menjembatani  kerja sama, baik dalam bidang 
ekonomi maupun pertukaran budaya atau 

pariwisata. 
 

Berbagai peluang kerja sama lainnya adalah 
dalam hal teknologi pertahanan maupun 

pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki 
keahlian untuk bekerja di Romania. 

 
4. Kelompok Persahabatan Parlemen Romania – 

Indonesia 
Delegasi Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - 

Parlemen Romania mengadakan  pertemuan  
dengan Stefan Musiou, Ketua  Grup Persahabatan 

Parlemen Romania - Eropa dan juga Ketua Komite 
Eropa Parlemen Romania beserta para anggota 
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Grup persahabatan lainnya yaitu Christine 
Thellmann dan Nicu Falcoi di Bukarest (24/10). 

 
Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa isu 

antara lain upaya peningkatan kerja sama 
ekonomi, pertukaran tenaga kerja terampil, serta 

upaya peningkatan kerja sama antar parlemen. 
 

Ketua GKSB menyampaikan hubungan baik yang 
telah terjalin selama ini agar terus dapat 

ditingkatkan, tidak hanya antar pemerintahan, 
tetapi juga antar parlemen. Dengan telah 

terbentuknya grup persahabatan antara kedua 
parlemen di Indonesia maupun di Romania 

menandakan bahwa kedua pihak memandang 
penting kerja sama diantara kedua parlemen. 

 
Stefan Musiou menyampaikan bahwa parlemen  

hendaknya dapat mendorong kerja sama yang 
konkrit sehingga memberikan manfaat langsung 

kepada masyarakat.  
 

Kedua pihak juga sependapat bahwa pelaksanaan 
diplomasi parlemen sangatlah penting untuk 

dapat mendukung program pemerintah atau kerja 
sama antar kalangan bisnis.  

 
5. Komisi Luar Negeri Parlemen Romania 

Dalam rangkaian kunjungan Grup Kerja sama 
Bilateral DPR RI - Parlemen Romania juga 



Masa Reses Tahun Sidang 2022-2023 

(30 September – 31 Oktober 2022) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 83 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

melakukan  pertemuan  dengan  Assoc. Prof. Dr. 
Ben Oni Ardelean, Wakil Ketua  Komisi Luar 

Negeri Parlemen Romania,  Ille Dan Barna, 
Anggota Komisi dan juga  Mr. Titus Corletean 

Ketua Komisi Luar Negeri Senat Romania dan 
Christian Bordei (sekretaris) di Bukarest (24/10). 

 
Beberapa isu yang mengemuka dalam diskusi 

antara lain terkait perkembangan situasi terkini 
terkait konflik Rusia - Ukraina, pentingnya 

kestabilan dan kedamaian di kawasan maupun 
dunia, kerja sama dibidang pertahanan, 

pertanian, peran Indonesia di G-20, peran 
Romania di Eropa, kerja sama antar universitas 

pertahanan kedua negara, serta pertukaran 
tenaga kerja terampil. 

Ketua GKSB menyampaikan bahwa Indonesia 
yang menganut politik bebas aktif berkomitmen 

untuk terus ikut serta dlm perdamaian dunia, 
oleh sebab itu mendorong dan berharap kiranya 

apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia hendaknya 
dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena 

bagaimanapun perang akan membawa dampak 
yang buruk, tidak hanya di kawasan tetapi juga di 

dunia. Diharapkan solusi terbaik dapat segera 
ditemukan. 

 
Terkait kerja sama antara kedua universitas 

pertahanan, diharapkan kedua parlemen dapat 
mendorong percepatan pembahasan, demikian 
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pula dengan berbagai rencana kerja sama  
konkrit diantara kedua negara, dukungan politik 

parlemen dibutuhkan untuk dapat tercapainya 
berbagai kesepakatan. 

22. KSR -
BKSAP 

Sidang Tahunan ke-30 
Asia Pacific Parliamentary 
Forum (APPF). 

Ketua DPR RI Dr. (HC) Puan Maharani (F-PDIP) 
bersama Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), 

Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), 
Putu Supadma Rudana (F-PDemokrat), Dr. Mardani 

Ali Sera (F-PKS), dan Anggota BKSAP DPR Charles 
Honoris (F-PDIP), Vanda Sarundajang (F-PDIP), 

Yohanes Fransiskus Lema (F-PDIP), Sudin (F-PDIP), 
Lasarus (F-PDIP), Dyah Roro Esti Widya (F-PGolkar), 

dan Linda Megawati (F-PDemokrat) menghadiri 

Sidang Tahunan ke-30 Asia Pacific Parliamentary 
Forum (APPF) di Bangkok, Thailand (25-30/10/2022).  
 

Sidang tahun ini mengangkat tema, “Parliaments and 
the Post-Covid-19 Sustainable Development” dan 
dihadiri oleh 308 Delegasi dari 22 negara anggota 

APPF. Sidang membahas topik-topik di bidang politik 
dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, kerja 

sama regional di kawasan Asia-Pasifik dan Anggota 
Parlemen Perempuan yang sebelumnya telah 

menghasilkan beberapa Draft Resolusi pada 

rangkaian Sidang Working Group, Executive Comiittee 
dan Drafting Committee pada 26 Oktober 2022. 
 

Sidang APPF30 menghasilkan 11 (Sebelas) Resolusi, 
yaitu:  

25-30 Oktober 
2022 
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1. APPF30/RES/01 Resolution on enhancing the 
effectiveness of gender-responsive budgeting; 

2. APPF30/RES/02 Resolution on strengthening 
cyber security in the Asia-Pacific region; 

3. APPF30/RES/03 Resolution on promoting 
biodiversity and green economy for inclusive 
development; 

4. APPF30/RES/04 Resolution on promoting regional 
tourism and understanding of cultural diversity; 

5. APPF30/RES/05 Resolution on strengthening 
connectivity and enhancing digital economy in the 
Asia-Pacific region; 

6. APPF30/RES/06 Resolution on parliaments and 
sustainable post-COVID; 

7. APPF30/RES/07 Resolution on parliaments and 
the promotion of biodiversity and the use of 
renewable energy, as well as clean energy 
technologies in particular low-emission technologies 
to achieve carbon neutrality/net zero emissions; 

8. APPF30/RES/08 Resolution on empowering 
women to cope with future crises; 

9. APPF30/RES/09 Resolution on strengthening 
women’s participation in post-COVID-19 economic 
recovery; 

10. APPF30/RES/10 Resolution on developing health 
and services and facilitating equitable access to 
primary health care; 

11. APPF30/RES/11 Resolution on Korean Peninsula. 
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Rangkaian Sidang APPF yang dilaksanakan pada 25-

30 Oktober ini terdiri dari Sidang Women 
Parliamentarians, Drafting Committee dan tiga Plenary 
Session yang akan mengadopsi draft-draft Resolusi 

dan Joint Communique. 
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1. Kunjungan Kerja Luar 
Negeri ke Republik 

Kroasia. 
 

Tanggal 27 September-3 Oktober 2022, 

Tujuan Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Parlemen negara lain untuk 

melakukan diskusi atau bertukar pikiran mengenai pengalaman Parlemen 

Negara lain dalam upaya penguatan lembaga parlemen dan sistem 

pendukungnya. Tujuan khusus Kunjungan Kerja ini adalah untuk 

mempelajari: 

1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah 

dipraktekan oleh parlemen negara lain. 

2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota Parlemen dengan 

konstituennya. 

3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks 

parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen.  

4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen. 

5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen. 

6. Manajemen sistim pendukung (supporting system) parlemen yang 

bertugas memberi dukungan keahlian, teknis dan administratif. 
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1. --- SEMINAR NASIONAL 

HAK IMUNITAS WAKIL 
RAKYAT  
(Imunitas Wakil Rakyat 

dalam Perspektif 
Penegakkan Hukum 

dan Etika Kelembagaan 
DPRD). 

Acara dihadiri oleh perwakilan DPRD provinsi, 

DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. 
 

Ketua MKD (Drs. H. Adang Daradjatun): Sebagai 
jabatan yang diperoleh dalam ruang kontestasi 

politik yang cenderung dinamis dan pragmatis, 
wakil rakyat seringkali terjerumus dalam 

kubangan kepentingan. Sistem sosial dan politik 
yang distrutif belum sepenuhnya mampu 

memagari ensitas wakil rakyat yang terhindar dari 

dinamika social dan kemasyarakatan. Belum lagi 
dinmensi kontestasi yang begitu akut telah 
menghadapkan wakil rakyat dengan koleganya 

ataupun mereka yang berharap “kursi panas”. 
Dalam konteks itu, persekusi politik tidak lagi 

dapat dihindari. 
Parlemen modern berusaha mengatasi kerentanan 

tersebut dengan cara mengajukan konsep 
imunitas. Wakil rakyat dalam berbagai tingkatan 

memiliki hak imunitas yang memungkinkan 
mereka memiliki kebebasan berekspresi.  

 
Hak imunitas memiliki landasan konstitusional 

sebagaimana termaktub dalam  Pasal 20A ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Ketentuan tentang hak tersebut 

2 s.d. 3 

Oktober 2022 
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diatur dalam pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 17 tahun 2014, Pasal 122 dan 176 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Ketentuan 
itu secara khusus menegaskan tentang 

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan 
Anggota DPR dan DPRD yang tidak dapat dituntut 

di depan pengadilan karena pelaksanaan ketiga 
hal tersebut.  

2. DPRD KAB. 
JEPARA 

Audiensi terkait Kode 
Etik Dan Tata Beracara 

Dalam Rangka Membahas Ahli Independen 
Sebagai Mitra Kerja Bk Dalam Melaksanakan 

Penyelidikan, Verifikasi Dan Klarifikasi. 

Audiensi 
Dilaksanakan 

Pada Tanggal 
28 Oktober 

2022 Secara 
Fisik. 

3. --- Rapat Intern Virtual 1. Memutuskan pengaduan nomor 104 keputusan 

perkara dengan register nomor 96/PP-
MKD/X/2022; 

2. Memutuskan pengaduan nomor 105 keputusan 
perkara dengan register nomor 97/PP-

MKD/X/2022. 

Kegiatan 

dilaksanakan 
pada tanggal 20 

Oktober 2022 
 
(Keputusan 

tidak dapat 
ditindaklanjuti). 

4. --- Rapat Intern Virtual Memutuskan pengaduan nomor 106 keputusan 
perkara dengan register nomor 98/PP-

MKD/X/2022. 

Kegiatan 
dilaksanakan 
pada tanggal 24 

Oktober 2022 
(Keputusan 

tidak dapat 
ditindaklanjuti). 
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1. • The Court of Auditors 
Spanyol; 

• Duta Besar RI dan 
Pejabat KBRI; 

• The Joint Commission 
For Relations With The 

Court Of Auditors. 

Akuntabilitas 
Keuangan Negara. 

 

BAKN DPR RI melakukan Kunjungan 
Luar Negeri ke Spanyol, selanjutnya 

melakukan pertemuan dengan The 
Court of Auditors Spanyol, Duta Besar 
RI dan Pejabat KBRI, dan The Joint 
Commission For Relations With The 
Court Of Auditors dalam rangka 

melaksanakan Fungsi Diplomasi 
Parlemen dan untuk mendapatkan 
masukan terkait fungsi dan tata kerja 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 
di Parlemen. 

Dilaksanakan pada 
tanggal 25 September 

s.d. 1 Oktober 2022. 
 

2. Pakar Hukum dari 
Westminster Foundation 

for Democracy (WFD) 
Sdr. Agus Wijayanto. 

Akuntabilitas 
Keuangan Negara. 

 

BAKN DPR RI melakukan kegiatan 
Paket Meeting, selanjutnya melakukan 
pertemuan dengan Pakar Hukum dari 
Westminster Foundation for Democracy 
(WFD) Sdr. Agus Wijayanto dalam 

rangka mendapatkan masukan terkait 
penguatan kelembagaan BAKN DPR 

RI. 

Dilaksanakan pada 
tanggal 2 s.d. 4 

Oktober 2022. 
 

 
***** 


